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ABSTRAK

Muhammad Khamal Alfariz, NIM 2030203057, Judul Skripsi
“Pemaknaan Pasal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang pemaknaan
pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
yang berbunyi “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku dilarang kawin." Jika melihat pada penjelasan pasal yang
menyatakan “cukup jelas”, hal itu patut diteliti lebih lanjut apa saja bentuk-
bentuk larangan perkawinan yang terkandung dalam Pasal tersebut, yang
kemudian dijelaskan secara rinci dan didukung menurut pendapat para ahli dalam
pandangan Figih Siyasah Dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan meggunakan tipologi
kualitatif terkait mengenai penjelasan pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan menurut figih siyasah dusturiyah.

Ketentuan larangan perkawinan dalam agama, ulama klasik
mendefenisikan larangan perkawinan ialah larangan perkawinan yang diatur
dalam hukum syara’ yang mencakup larangan abadi (haram ta’bid) dan larangan
sementara (haram gairu ta 'bid/ ta’qit). Ketentuan larangan abadi didasarkan pada
dalil-dalil yang jelas, sementara larangan sementara masih memiliki perbedaan
pendapat dikalangan ulama (khilafiyah). Adapun ketentuan Pidana terkait
larangan pada Pasal 8 huruf f tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat 1 PP Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Sementara larangan perkawinan dalam peraturan lain dapat
dianalogikan sebagai Hukum adat, melalui pendekatan A Countrario,
menafsirkan peraturan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan hukum
adat yang berlaku dikarenakan hukum adat merupakan salah satu sumber hukum
yang diakui di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 sebagai
ketentuan mengakuidan menhormati hukum adat. Oleh karena itu, istilah
"peraturan lain" dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam suatu
komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam pandangan
Figh Siyasah Dusturiyah, Pasal 8 huruf f memberikan penghormatan terhadap
keberagaman agama di Indonesia yang tidak hanya fokus kepada satu agama saja.
Bagi umat Islam ketentuan larangan dalam Pasal 8 huruf f tersebut sesuai dengan
dalil hukum yang nyata dalam Alqurandan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap peraturan yang disahkan oleh lembaga legislative (sultah tasyri’iyah),
terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, harus tetap sejalan dengan prinsip-
prinsip yang diajarkan dalam Islam (ahlul sunnah waljamaah) dan menjunjung
tinggi nila toleransi beragama serta pengakuan norma-norma yang berlaku dan
menjadi kebiasaan ditengah masyarakat (Urf).
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk
menerapkan asas-asas tertentu agar peraturan tersebut dapat efektif, sah, dan
memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat(Febransyah, 2016).
Dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam
pembentukan  peraturan  asas-asas  tersebut  meliputi:  kejelasan
tujuankelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat kesesuaian antara
jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan
kehasil gunaan kejelasan rumusan keterbukaan (lzzata, 2022).

Bahasa yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indoznesia harus tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia yang
baik dan benar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa regulasi. Salah
satu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan pada bunyi
Angka 242 Lampiran 11 UU 12/2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

“Bahasa Peraturan Perundang—undangan pada dasarnya tunduk pada
kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan
kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya”.

Menurut Ann Seidman dan Robert B. Seidman dalam buku

Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafter
menyatakan keberhasilan seorang perancang peraturan perundang-undangan
(drafter) untuk menyusun kalimat perundang-undangan dilihat dari seberapa
mudahnya kalimat itu dipahami oleh pihak yang dituju atau lembaga yang
ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Artinya jika sebuah
peraturan yang tidak memenuhi kaidah bahasa yang baik atau tidak jelas
maka peraturan tersebut akan sulit dijalankan karena menimbulkan perbedaan

pendapat atau pemaknaan kata dalam peraturan tersebut dikalangan



Masyarakat maupun lembaga hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.
Kalimat yang mudah dipahami tersebut pada akhirnya akan mudah juga untuk
dilaksanakan (kastanya, 2022). Kemudian menurut A. Hamid S. Attamimi,
pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal di Indonesia harus
memperhatikan beberapa prinsip kunci, yaitu:Cita Hukum Indonesia, Asas
Negara Berdasar Atas Hukum, Asas Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi,
dan Asas-asas Lainnya (Farida, 2007).

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia.
Sebagai regulasi pertama yang mengatur secara komprehensif tentang
perkawinan, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum serta melindungi hak-hak dasar setiap individu yang terlibat dalam
ikatan perkawinan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang tujuan dan latar
belakang pembentukannya:Membatasi dan Menghapus Pernikahan Anak,
Membatasi Poligami, Membatasi Hak Sepihak dari Talag (Talag Semena-
mena).Membangun Persamaan Hak untuk Suami dan Istri. Dengan 14 Bab
dan 67 Pasal, Ungdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirancang untuk
mengakomodasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dapat timbul
dalam kehidupan keluarga. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang
kuat dalam melindungi hak-hak individu dalam perkawinan serta menjaga
keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan keluarga di Indonesia (Azwar,
2021).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dijelaskan juga perkawinan yang dilarang antara dua orang yang berhubungan
darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan
darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara
seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan
ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri

atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami



beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (Perkawinan, 1974). Dalam
Pasal 8 dijelaskan tentang larangan perkawinan antara dua orang yang;

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke
atas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya;

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak
tiri;

d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, saudara sesusuan dan
bibi/paman sesusuan;

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku dilarang kawin."

Penjelasan pada Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan larangan yang oleh agamanya atau dalam peraturan lain
itu membutuhkan penjelasan yang lebih jelas. Apa saja bentuk larangan yang
dimaksud. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut larangan yang tercakup dalam
Pasal tersebut mengingat penjelasannya “cukup jelas”, apakah maksud dari
Pasal 8 huruf f itu mencakup hukum agama, dan hukum adat kalaw memang
demikian seperti apa dan apa saja larangannya. Jika dilihat dari latar belakang
yang telah dipaparkan diatas maka pentingnya untuk mengadakan penelitian
lebih lanjut pada bentuk skripsi dengan judul PEMAKNAAN PASAL 8
HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN MENURUT FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH.

. Fokus kajian
Adapun fokus kajian dalam skripsi ini nantinya adalah mengkaji
tentang pemaknaan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menurut Fiigh Siyasah Dusturiyah.



C. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditemukan diatas maka
penelitian dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut ;
1. Penafsiran Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan menurut para ahli?
2. Bagaimana tinjauan Fqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 8 huruf f

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?

D. Tujuan penenelian
1. Untuk mengetahui serta menganalisa pendapat ahli saja bentuk tafsiran
Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fgih Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 8

huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Manfaat penelitian
Adapun manfat penelitian yang akan didapatkan baik itu bagi
pembaca maupun bagi penulis sendiri yaitu :
1. Manfaat teoritis
Pemahaman teoretis memahami pemaknaan hukum terkait dalam
Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
menurut Figih Siyasah Dusturiyah
2. Manfaat praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang
lain untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) MahmudYunus Batusangkar.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat pada
umumnya dan khusus kepada pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga
Negara, dan lainnya dengan ruang lingkup studi ketatanegaraan dan

ilmu hukum.



c. Adapun luaran dari penelitin ini yaitu penulis dapat mempresentasikan

hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikan jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional
Agar tidak ada kekeliruan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis
penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang akan jelskan dalam
judul ini :
1. Pemakaan Hukum
Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode
penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks
undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan
dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan
yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh
masyarakat mengenai peraturan mengenai peraturan hukum terhadap
peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk
mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada
kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan
untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan
hasil yang diperoleh (Mertokusumo, 2005).
2. Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
Lahirnya Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif
pemerintah atau negara ynag bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum
nasional di bidang perkawinan. Secara umum, prinsip pokok dalam hukum
Islam adalah, pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
Kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Pembaharuan
hukum keluarga di negara Muslim lainnya, terutama Turki dan Mesir, pada
masa modern, memberikan kontribusi pembaharuan di Indonesia. Usaha
pembaharuan ini diawali pada tahun 1960-an, yang menghasilkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Namun, perlu juga diketahui, bahwa

pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang



hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan
pada tahun 1946 (Azwar A. W., 2021).
. Figih Siyasah Dusturiyah

Figih Siyasah Dusturiyah dibidang siyasah tasyri’iyah (legislasi)
atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah
diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah
sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan
diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan
melaksanakanya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-
nilai syariat Islam. Undang-undang adalah dasar legislasibagi seluruh
elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam

menyelenggarakan dan mengelola Negara (Mahfud, 2010).



BAB Il
KAJIAN TEORI
A. Teori Interpretasi Hukum dalam Illmu Hukum di Indonesia
1. Defenisi Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum,
terutama sebagai metode untuk memahami makna yang terkandung dalam
teks-teks hukum. Penafsiran ini berperan dalam menyelesaikan kasus-
kasus konkret serta membantu dalam pengambilan keputusan atas berbagai
masalah yang dihadapi. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah
menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar
pada kaitannya. Penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap
berpegang pada kata-kata atau bunyi.

Dalam konteks hukum tata negara, penafsiran oleh hakim, atau
yang disebut sebagai judicial interpretation, memiliki fungsi yang lebih
luas. Penafsiran ini dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi
yang mencakup penambahan, pengurangan, atau perbaikan makna dalam
teks Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, penafsiran oleh hakim
tidak hanya bertujuan untuk menemukan makna dari peraturan yang ada,
tetapi juga dapat menghasilkan perkembangan hukum melalui interpretasi
konstitusional yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.K.C.
Wheare mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar dapat diubah
melalui tiga cara, yaitu (1) formal amendment atau amandemen formal, (2)
judicial interpretation atau penafsiran oleh hakim, dan (3) constitutional
usage and conventions atau kebiasaan dan konvensi konstitusional (Hoft ,
2001).

Penafsiran hukum dalam konteks siyasah dusriyah Menurut Yusuf
Qardawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq Basri, penemuan
hukum Islam secara garis besar ada dua metode penemuan hukum yang
paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam,

yaitu metode istimbat dan metode ijtihad. Adapun metode ijtihad meliputi



ijmak, giyasst, i islah (al-mursalih al-mursalah), ihtisan, istishab dan
al""urf.

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan
hukum melalui tiga cara. Pertama, ada metode interpretasi literal, di mana
hukum yang ditemukan bukan merupakan hukum baru, melainkan
merupakan penafsiran kembali terhadap teks yang ada. Dalam hal ini,
bunyi teks dianggap kurang jelas atau tidak memberikan kepastian hukum
yang memadai. Kedua, terdapat metode kausalitas (ta'lili), yang berfokus
pada alasan (illat) di balik hukum yang ditetapkan. Metode ini mencakup
analisis dan penelusuran terhadap tujuan dari suatu ketentuan hukum,
sehingga hukum yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan
konteks masyarakat dan mencari dasar penetapan hukum baik dari segi
alasan maupun tujuan ditetapkannya hukum syara. Metode ini membantu
para mujtahid dalam menetapkan hukum yang relevan dan responsif
terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan umat.(Mubarok, 2002)

Penafsiran hukum (interpretasi) merupakan pendekatan yang
digunakan dalam penemuan hukum ketika peraturan yang ada tidak jelas
atau sulit diterapkan pada suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks ini,
penafsiran menjadi alat yang penting untuk menjembatani kekosongan
atau ketidaklengkapan peraturan yang ada. Selain itu, ada situasi di mana
hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak diatur secara
spesifik oleh undang-undang yang berlaku. Dalam kasus-kasus seperti ini,
hakim dihadapkan pada kekosongan hukum yang perlu diisi atau
dilengkapi. Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang
mengatur atau hukumnya tidak lengkap. Sebaliknya, hakim harus
menggunakan kemampuan penafsiran hukum untuk menemukan solusi
yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Dalam
situasi tersebut, hakim bertugas untuk menemukan hukum guna mengisi

kekosongan hukum yang ada. penafsiran dalam hukum, yang merupakan



metode untuk memahami makna dalam teks-teks hukum guna
menyelesaikan kasus-kasus konkret dan mengambil keputusan.

Dalam konteks hukum tata negara, penafsiran oleh hakim, atau
judicial interpretation, berfungsi sebagai alat perubahan konstitusi, di
mana hakim dapat menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna
dalam teks Undang-Undang Dasar. Hakim memiliki wewenang yang luas
untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-
prinsip hukum baru yang dapat menjadi acuan bagi hakim lain dalam
memutuskan perkara. Secara yuridis dan filosofis, hakim di Indonesia
memiliki kewajiban serta hak untuk melakukan penafsiran hukum atau
penemuan hukum agar putusan yang diambil sesuai dengan hukum yang
berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi
semua hakim di setiap tingkatan peradilan, mulai dari hakim tingkat
pertama, hakim tingkat banding, kasasi, hingga Hakim Agung. Penafsiran
hukum yang dilakukan oleh hakim harus berlandaskan pada prinsip-prinsip
dan asas-asas tertentu yang menjadi pedoman dalam menjalankan
kebebasan hakim untuk menemukan dan menciptakan hukum. Oleh karena
itu, seorang hakim harus memahami dengan baik prinsip-prinsip peradilan
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan dunia peradilan untuk memastikan bahwa putusannya
mencerminkan keadilan dan kepastian hokum, termasuk Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(Khalid, 2014)

. Jenis-jenis Penafsiran Hukum

Terdapat beberapa bentuk penafsiran hukum, salah satunya adalah
penafsiran autentik atau penafsiran resmi. Penafsiran ini tercantum dalam
peraturan hukum dan berasal dari pembentuk hukum dengan tujuan untuk
menjelaskan arti dari suatu ketentuan hukum.

a. Penafsiran autentik memberikan definisi resmi terhadap istilah-istilah
yang digunakan dalam undang-undang. Contoh penafsiran autentik

meliputi: Kata "Malam™ yang ditafsirkan dalam Pasal 98 KUHP sebagai
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"masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit." Kata "Hari"
yang ditafsirkan dalam Pasal 97 KUHP sebagai "waktu selama dua
puluh empat jam."

. Penafsiran Gramatikal adalah suatu pendekatan dalam memahami
peraturan hukum dengan memperhatikan arti kata dan struktur bahasa
yang digunakan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman kata-
kata dan istilah yang tertulis dalam teks hukum, tanpa mengubah makna
yang sudah ditetapkan, contoh mengenai pelaksanaan hukuman mati
berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1964, penafsiran gramatikal dapat dijelaskan pelaksanaan
hukuman mati berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hukuman Mati di Indonesia, dilakukan dengan jalan ditembak, yang
secara gramatikal diartikan penembakan pada bagian yang bisa
menyebabkan kematian pada terhukum.

. Penafsiran Analogis penafsiran yang mempersamakan suatu hal yang
belum diatur dalam suatu peraturan hukum dengan hal yang sudah
diatur. Analogi ini digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan
peraturan hukum yang ada kepada situasi yang tidak secara eksplisit
disebutkan dalam peraturan tersebut, tetapi memiliki kesamaan yang
relevan. Contoh Pencurian aliran listrik yang disamakan dengan
pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang, serta bernilai ekonomis,
sehingga pencurian aliran listrik dapat dihukum dengan alasan bahwa
untuk mendapatkan aliran listrik tetap diperlukan sejumlah uang atau
harus dibeli/dibayar seperti halnya membeli barang berwujud dan
bernilai ekonomis.

. Penafsiran Sistematis penafsiran yang menghubungkan antar pasal
dalam suatu peraturan hukum, yang berasal dari pembentuk hukum.
Penafsiran ini bertujuan untuk memahami suatu pasal dalam konteks
keseluruhan peraturan atau undang-undang, dengan mempertimbangkan

hubungan antara pasal-pasal yang ada, contoh Kata “Makar” (kejahatan
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terhadap keamanan negara) yang tercantum pada Pasal 87 KUHP dapat
dijadikan sebagai dasar bagi Pasal 104 s.d. 108, 130 dan 140 KUHP
yang mengatur tentang makar pula.

. Penafsiran Sosiologis penafsira yang menghubungkan antara suatu
peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat.
Penafsiran ini berfokus pada tujuan atau maksud di balik peraturan
hukum, serta mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai
masyarakat saat ini. Contoh Peristiwa penimbunan barangbarang
kebutuhan pokok yang semula bertujuan mencari keuntungan, dapat
ditafsirkan sebagai pelaku “tindak pidana ekonomi” apabila akibatnya

mengacaukan perekonomian masyarakat.

. Penafsiran Historis Penafsiran isi dan maksud dari suatu ketentuan

hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk
hukum. Penafsiran ini berfokus pada konteks sejarah dan latar belakang
pembentukan peraturan hukum untuk memahami maksud dan tujuan
dari ketentuan tersebut, contoh Secara historis hingga tahun 1959
Indonesia belum juga memiliki Lembaga MPR dan DPR, hal itu
diketahui atas dasar salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
berbunyi bahwa pembentukan Lembaga MPRS dan DPAS akan
diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

. Penafsiran Subjektif penafsiran subjektif berfokus pada maksud, niat,
dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang ketika
merumuskan ketentuan hukum. Pendekatan ini mempertimbangkan
pandangan dan keyakinan pembentuk hukum sebagai landasan untuk
memahami arti dari peraturan yang ada, contoh Misalkan ada undang-
undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Penafsiran
subjektif akan mencari tahu niat pembentuk undang-undang dalam
merumuskan ketentuan tersebut, seperti untuk melindungi suara
masyarakat dan mendorong partisipasi dalam proses demokrasi.

. Penafsiran Objektih penafsiran yang berfokus pada arti dan makna dari

ketentuan hukum berdasarkan fakta dan realitas yang ada dalam
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masyarakat, tanpa dipengaruhi oleh niat atau keinginan pembentuk
undang-undang. Pendekatan ini mengedepankan aspek rasionalitas dan
kebutuhan masyarakat dalam penerapan hukum, contoh Misalkan ada
undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lingkungan.
Penafsiran objektif akan melihat keadaan lingkungan saat ini dan
tuntutan masyarakat untuk perlindungan yang lebih baik, serta
penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, tanpa terpengaruh
oleh pandangan pribadi atau niat awal pembentuk hukum.

i. Penafsiran Ekstensif (luas) adalah pendekatan yang memperluas makna

ketentuan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial,
perkembangan masyarakat, dan kebutuhan praktis di luar teks hukum
yang tertulis. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi
dengan situasi yang berubah, contoh Misalkan ada undang-undang yang
mengatur tentang perlindungan konsumen. Penafsiran ekstensif dapat
mencakup perlindungan terhadap bentuk-bentuk baru dari penipuan
konsumen yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi,
seperti penipuan online atau transaksi digital. Meskipun tidak secara
eksplisit disebutkan dalam undang-undang, penafsiran ini akan
menganggap bahwa perlindungan konsumen juga berlaku untuk situasi

tersebut.

j. Penafsiran Restriktif (sempit) adalah pendekatan dalam memahami

ketentuan hukum yang membatasi makna dan ruang lingkup penerapan
suatu pasal undang-undang. Penafsiran ini berfokus pada arti literal dari
teks hukum dan tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas,
contoh Misalkan ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan
pencurian, dan pasal tersebut menyebutkan bahwa pencurian hanya
berlaku untuk "barang bergerak”. Dalam hal ini, penafsiran restriktif
akan mengartikan bahwa hanya barang yang dapat dipindahkan secara
fisik yang termasuk dalam kategori pencurian, dan tidak akan
mengizinkan interpretasi lebih luas yang mungkin mencakup barang

tidak bergerak, seperti properti real estate (Supena, 2022)
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k. Penafsiran a contrario adalah metode penafsiran hukum yang
membandingkan perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan
masalah yang diatur dalam undang-undang. Penafsiran ini juga disebut
argumentum a contrario. Penafsiran a contrario digunakan untuk
mempersempit perumusan hukum atau peraturan perundang-undangan.
Tujuannya adalah untuk mempertegas kepastian hukum sehingga tidak
menimbulkan keraguan. Contoh penafsiran a contrario: Pasal 34 KUH
Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin
lagi sebelum 300 hari setelah perceraian. Penafsiran a contrario
menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki. UU
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa pelaku
usaha perikanan harus memiliki izin. Penafsiran a contrario
menyatakan bahwa seseorang tidak boleh melakukan usaha perikanan
tanpa izin

3. Metode penafsiran Hukum dalam Pandangan Fikih Siyasah

Dusturiyah

Figh atau fikih berasal dari fagaha-yafquhu-fighan, dengan arti
bahasa bahwa figh adalah paham yang mendalam. Secara istilah figh ialah
pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran
dan Sunnah). Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur,
mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa
tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan
pada sesuatu yang bersifat politis Siyasah dusturiyah menurut Muhammad

Igbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal

dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang

politik maupun agama (Lubis, 2019).

Siyasah dusturiyah bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara, didalamnya juga mebahas konsep-konsep
konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa

siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan
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buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hakhak
yang wajib dilindungi. Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah
bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat
dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-
undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur’an dan
Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil
maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam)
prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan
prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyrakat seperti musyawarah atau
konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan
baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip jalb al-
mashalih wa dar al-mafasid tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan
kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan
sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga
dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam
perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang
jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata
hukum (equality before the law). (Khallaf, 1977).

Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq
Basri, penemuan hukum Islam secara garis besar ada dua metode
penemuan hukum yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan
membahas hukum Islam, yaitu metode istimbat dan metode ijtihad.
Adapun metode ijtihad meliputi ijmak, giyasst, i islah (al-mursalih al-
mursalah), ihtisan, istishab dan a/* “urf.

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan
hukum melalui tiga cara. Pertama, ada metode interpretasi literal, di mana
hukum yang ditemukan bukan merupakan hukum baru, melainkan
merupakan penafsiran kembali terhadap teks yang ada. Dalam hal ini,
bunyi teks dianggap kurang jelas atau tidak memberikan kepastian hukum

yang memadai. Kedua, terdapat metode kausalitas (ta'lili), yang berfokus
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pada alasan (illat) di balik hukum yang ditetapkan. Metode ini mencakup
analisis dan penelusuran terhadap tujuan dari suatu ketentuan hukum,
sehingga hukum yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan
konteks masyarakat dan mencari dasar penetapan hukum baik dari segi
alasan maupun tujuan ditetapkannya hukum syara. Metode ini membantu
para mujtahid dalam menetapkan hukum yang relevan dan responsif
terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan umat.(Mubarok, 2002).

Metode kausalitas mencakup dua temuan hukum. Pertama, ada
metode giyas, yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan
indikasi antara suatu kasus dengan kasus lain yang sudah memiliki
ketentuan hukum. Kedua, terdapat metode teleologis, yang menetapkan
hukum berdasarkan tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai, sehingga
menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks
sosial.Selain itu, metode ketiga adalah metode sinkronisasi, yang bertujuan
mencari solusi terhadap pertentangan antara dua dalil yang memiliki
derajat yang sama, seperti antara satu ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an
lainnya atau antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir lainnya.
Metode ini penting untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam
penetapan hukum, serta menjaga agar hukum yang diterapkan tetap sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam.
(YYahya, 1986). Berbeda dengan ad-Dawalibi, beliau berpendapat Ada tiga
model (penemuan hukum) ijtihad yangdilakukan oleh para sahabat Nabi,
hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu ijtihad bayani, ijtihad
giasi dan ijtihad istislahi, Sebenarnya metode giyasi dan istislahi dapat
dikategorikan sebagai motode penemuan hukum kausasi atau ta’lili
(ma'ruf, 1950).

Allah menciptakan syari’at Islam yang dibawa Nabi saw
merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Perlu diingat,
bahwa nash atau teks al-Qur’an dan al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya,
sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai

perskembangan situasi. Para ahli hukum Islam menegaskan “an nushus
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mutanahiyah wa al waqa’i ghair mutanahiyah” (Teks hukum terbatas
adanya, sementara kasus-kasus hukum berkembang tidak terbatas).
Dengan kondisi nash yang jumlahnya terbatas dan jika ijtihad
tetap tidak dibolehkan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam
memecahkan persoalan hidup, Apabila sebuah perkara telah ada di
dalam nash yang jelas (sharih) dan pasti (gath’i) baik dari sumber
asalnya (riwayat) maupun pengertiannya dan ia telah menunjuk kepada
suatu hukum syar’i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya oleh
karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas
problematika yang muncul di era kontemporer ini(Hanany, 2012).

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa yang berarti “pencurahan
segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”.
Ringkasnya, ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan
gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut
Abdullahi Ahmed An-Na’im ijtihad berarti penggunaan penalaran
hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu
masalah ketika al-Qur’an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban.
Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis
hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama
atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari’ah. Dan
al-Qur’an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai
sumber syari’ah (Ahmed, 1994)

Dasar hukum Ijtihad disebutkan dalam Ayat al-Qur’an yang
dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan
menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar rasyri’(penetapan hukum)

adalah Surah an-Nisa’ ayat 5 yang berbunyi:

LI ) P 2 gge <. Do A =-E _ _ - P I
Cob 2asiily L 80 T Jar T (STl 2Ll 5% s
2 2 2

2 Bylan V330 h 140585 0m 55T



17

Artinya : “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-
mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah
mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Hadis Nabi saw. yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang
diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu’az bin Jabal yang menerangkan
tentang dialog yang terjadi antara Nabi saw. dengan Mu’az ketika akan
diangkat sebagai gadhi di Yaman. Nabi bersabda, “Bagaimana jika engkau
diserahi urusan peradilan?. Jawab Mu’az: “Saya akan menetapkan perkara
berdasarkan nash al-Qur’an”. Nabi bertanya: “Bagaimana jika tidak kau
dapatkan di dalam al-Qur’an”. Jawab Mu’az: “Dengan Sunnah Rasul”.
Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan: “Bagaimana jika di
dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?”. Mu’az menjawab: “Saya akan
mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan
pikiranku”. Rasulullah saw. mengakhiri dialog tersebut dengan
mengatakan: “Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk
kepada utusan RasulNya jalan yang diridlai Rasul Allah”

B. Jenis Perkawinan yang dilarang dalm hukum islam, kompilasi hukum
islam, dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
1. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam
Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan.
Syari‘ah merupakan nilai-nilai keagamaan yang berfungsi mengarahkan
kehidupan manusia. Jika mengacu kepada informasi ayat-ayat al-Qur’an di
atas, ajaran-ajaran agama sebelum Islam, dalam pengertian teknis juga
disebut syari‘ah. Allah memberikan syari‘ah bagi setiap umat. Dengan
demikian, ajaran-ajaran agama yang diturunkan kepada para nabi
terdahulu, disebut syari ‘ah (Sahid, 2016).
Secara terminologis, para ahli berbeda pendapat dalam
memberikan definisi syari‘ah. Sebagian ulama mendefinisikan, syari‘ah

ialah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di
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luar yang mengenai akhlak.” Dengan demikian, syari‘ah itu adalah nama
bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Sebagian lagi lebih
mengkhususkan pada pemakaian Kkata syari‘ah, yaitu apa-apa Yyang
berhubungan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah
dan tidak mencakup kepada halal dan haram. Sebagian ulama yang lain

mendefinisikan syari‘ah sebagai berikut:
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Syariat ialah segala hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT
untuk hamba-hambaNya yang dibawa oleh salah seorang nabi,

baik hukum-hukum tersebut berkaitan dengan tatacara perbuatan

vang disebut sebagai “hukum-hukum cabang dan perbuatan” yang
kemudian dihumpun ilmu figh; atau berkaitan dengan tatacara
kepercayaan yang disebut sebagai  “hukum pokok dan

kepercayaan” yang kemudian dihimpun ilmu kalam. Syara‘ juga

disebut din dan millah. (Hanafi, 1985).

Manurut Syaltut, syari‘ah adalah peraturan yang diturunkan Allah
kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan
Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan
kehidupan. Sebagai penjabaran dari akidah, syari‘ah tidak bisa dilepaskan
dari akidah. Keduanya memiliki hubungan yang sangat mengikat. Akidah
tanpa syari‘ah, pelakunya tidak akan menjadi muslim yang sempurna,
sedang akidah tanpa syari‘ah adalah sesat.

Selain itu, syari‘ah terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Umat
Islam tidak akan sesat di dunia jika pola hidupnya bersandar pada al-
Qur’an dan al-Sunnah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik

bin Anas Rasulullah bersabda:
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“Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang kalian tidakakan sesat
jika selalu berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan
sunnah NabiNya” (Annas, 2011).

Setiap perbuatan harus lah sesuai syariat ketetapan hukum allah
dan sunnah rasul. Setiap perbuatan ada hukum yang mengaturnya, bahkan
dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai
pernikahan yang dilarang dilakukan .Larangan perkawinan juga tercantum
dalam Alquran Surat Annisa 23:
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Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak
perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-
saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan
ibumu, anak-anak perempuan dazri saudara laki-lakimu, anak-
anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang
menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu
istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak
tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu
(dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak
kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali
(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Kemudian dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 221 tentang larangan

menikahi wanita musyrik:
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Artinya : Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka
beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman
lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik
hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik
(dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.
Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan
ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil
pelajaran.
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Penafsiran pada surat Annisa ayat 23 dan Albagarah ayat 221
mengacu kepada bentuk-bentuk larangan perkawinan yang memiliki
hubugan senasab dan perkawinan beda agama yang telah diatur dalam
alquran dan kemudian juga telah diatur dalam Undang-undang perkawinan
yang menjadi landasan dan pedoman bagi umat muslim mengacu kepada
ayat tersebut dan agama lain yang diakui di Indonesia dengan mengacu
kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tenyang perkawinan. Yang
tidak hanya membahas membahas larangan perkawinan agama Islam,
tetapi juga mengatur berbagai aspek perkawinan. Kemudian para ulama
klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan
lalah larangan untuk kawin antara seorang pria deng an seorang wanita,
larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram ta’bid) dan
halangan sementara (haram gairu ta’bid/ ta’qit). Wanita yang terlarang
untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang

telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan (Hermanto, 2017).
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a. Mahram Ta'bid adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin,

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang
haram dinikahi untuk selamanya (za’bid) karena pertalian nasab
adalah; Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam
garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah
maupun ibu dan seterusnya keatas), Anak perempuan kandung,
wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah,
yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki
maupun perempuan dan seterusnya kebawah, Saudara perempuan,
baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, Bibi, adalah saudara
perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan
seterusnya keatas, Kemenakan (keponakan) perempuan dan
seterusnya (Ayub, Figih Keluarga, 2011).

2) Persusuan (radha’ah), menurut pandangan para ulama, bahwa
larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air
susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua
tahun Hijriyah dengan metode tertentu . Wanita atau laki-laki yang
mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan
kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur
nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram
rada’ tidak boleh saling mengawini. Para ulama klasik sepakat
bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan
adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya
perkawinan, yaitu dimana anak menyusl tetek dengan menyedot air
susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan
kemaunnya sendiri tanpa paksaan

3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau
perkawinan kerabat semenda (al-Dimasyqi, 2012). Jika diperinci
tersebut; Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya

keatas, baik dari garis ibu atau ayah. Anak tiri, dengan syarat kalau
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telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. Menantu,
yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. Ibu tiri, yakni
bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya
hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Imam Syafi’i berpendapat
bahwa larangan perkawinan karena musaharah hanya disebabkan
oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan
alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan
hubungan musaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat
bahwa larangan perkawinan karena musaharah, disamping
disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan.

b. Haram Gairu Ta’bid, maksudnya adalah orang yang haram dikawin
untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya)
dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal
untuk dikawini.

1) Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para
ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang
baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka
harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri
tetapnya. Menurut Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih
dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad
pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad,
maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.

2) Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara
haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan;
maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua
perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan
juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari
pihak bapak maupun dari pihak ibu.

3) Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. Maksud wanita

musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi
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seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan
orang murtad karena ia telah keluar pada agidah dan petunjuk yang
benar. Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali berpendapat
bahwa pernikahan orang kafir dengan orang Kkafir adalah sah,
pernikahannya tergantung pada hukum-hukum yang berkaitan
dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslim. Sedangkan
Imam Maliki berpendapat, pernikahannya batal. Dalam Undang-
undang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f, perkawinan
dilarang antara dua orang yang: f). mempunyai hubungan yang oleh
agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
Kemudian adapun bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam

syariat Islam (Jawas, almanhaj, 2015):

a. Nikah Syighar

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

3 00 5305 S 5855 A5U JAS Jid O S
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“Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang
lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan
nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah
aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan
saudara  perempuanku  dengan  dirimu. "Hadits  shahih:
Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1416) dari Shahabat Abu
Hurairah radhiyallaahu ‘anhu.

Menurut Abdur Rahman dalam bukunya Sabri Samin dan
Nurmaya Aroeng bahwa, “al-Syigar adalah istilah arab yang berarti
mempunyai seekor anjing sewaktu ia melintas. Inilah sebabnya
mengapa kata yang sama dikenakan pada bentuk pernikahan yang tidak
diinginkan ini karena ada persamaan dengan menjemput seorang
perempuan tanpa membayar mahar (mas kawin) pada waktu
menikahinya(Aroeng, 2010). Dalam bentuk nyatanya adalah sebagai
berikut: seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki

lain: “saya kawinkan anak wanita saya bernama si A kepadamu dengan
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mahar saya pun juga mengawinkan anak wanitamu yang bernama si B.”
Pria lain itu menjawab dalam bentuk kabul: “saya terima mengawini
anak wanitamu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini
anak wanitaku yang bernama si B.”1(Mardani, 2011). Nikah syighar
adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang pria dengan
syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa
adanya mahar.

Nikah syighar menurut ahli figh adalah bentuk pernikahan
ketika seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang berada dibawah
kekuasaannya dengan tujuanagar laki-laki lain itu juga mengawinkan
perempuan dibawah kekuasaannya denganlaki-laki pertama, tanpa ada
mas kawin pada kedua pernikahan tersebut. Larangan Nikah syighar
disebutkan dalam hadis

5] Al g /Ju.(ﬁ\ u:. ‘5@_, a4 O’y u\ yac u.a\ ur_cs\_a O
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Dari Nafi" dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw
melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang
laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang
dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak
perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mabhar.
[HR.Jama“ah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti
syighar dan Abu Dawud menjadikan penjelasan arti syighar itu
sebagai perkataan Nafi”. Dan hadits seperti itu diriwayatkan juga
oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim]”

Ulama berbeda pendapat tentang ‘illat (alasan atau
pertimbangan hukum) dari larangan nikah syighar (Hakim, 2024).

1) Sebab larangan adalah karena masing-masing dari pihak wanita tidak
menerima mahar. Ulama yang berpendapat demikian mengambil
pemaknaan nikah syighar dari tekstual hadis yang terdapat dalam
hadis Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma.

2) Sebab larangan bukanlah karena ketiadaan mahar, akan tetapi karena

masing-masing wali mensyaratkan untuk menikahi wanita yang
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berada di bawah perwalian dari wali lainnya. Ini adalah pendapat
Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau, dan dipilih oleh
Al-Kharqi, serta dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baaz
rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata,

“Sesungguhnya pemaknaan syighar sebagaimana yang disebutkan
dalam hadis Ibnu ‘Umar bukanlah berasal dari perkataan Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai
hujah.”

Mereka juga berargumentasi dengan beberapa poin berikut ini:

1) Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang telah disebutkan
sebelumnya. Di dalam hadis tersebut, terdapat penjelasan tentang
makna nikah syighar. Mereka mengatakan, dzahir hadis tersebut
menunjukkan bahwa tafsir tersebut berasal dari perkataan Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam karena langsung bersambung dengan
hadis. Berbeda dengan tafsir lainnya yang ternyata berasal dari
perkataan Nafi’, dengan dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Di
dalam hadis Abu Hurairah tidak terdapat kalimat, “Tidak ada mahar
di antara keduanya.” Akan tetapi, hadis Abu Hurairah menunjukkan
kemutlakannya, yaitu ada mahar atau tanpa mahar.

2) Perkataan seseorang ke orang lain, “Aku menikahi anak
perempuanmu dengan (imbal balik) aku nikahkan Engkau dengan
anak perempuanku”, adalah syarat yang tidak sesuai dengan kitab
Allah Ta’ala.

3) Persyaratan tersebut mengandung kezaliman terhadap wanita dan
juga menyakitinya. Seolah-olah menjadikan wanita sebagai barang
dagangan, si wali bisa melarang anak perempuannya menikah
sampai si wali tersebut mendapat wanita yang ingin dia nikahi
sendiri sebagai timbal balik.

4) Pernikahan semacam ini hanyalah akan menyebabkan perselisihan
yang terus-menerus dan permusuhan yang besar. Jika kondisi suami
istri pertama menjadi buruk, maka demikian pula kondisi suami istri

di pihak lainnya.
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5) Pemahaman sahabat terhadap nikah syighar dan juga praktik
mereka. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Ahmad dari Mu’waiyabh,
bahwa Al-‘Abbas bin Abdullah bin ‘Abbas menikahkan
Abdurrahman bin Al-Hakam dengan anak perempuannya, sedangkan
Abdurrahman menikahkan Al-‘Abbas dengan anak perempuannya.
Pada dua pernikahan tersebut, masing-masing pihak memberikan
mahar. Maka Mu’awiyah bin Abi Sufyan, yang ketika itu menjabat
sebagai  khalifah, menulis surat kepada Marwan dan
memerintahkannya untuk membatalkan (mem-fasakh) pernikahan di
antara mereka. Beliau menulis di dalam suratnya, “Ini adalah nikah
syighar yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

b. Nikah Tahlil
Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang
sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut
mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi
kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali)
setelah masa ‘iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram
hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah

shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
al QA el sy adle 2 ia d J%57) Gal

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melaknat muhallil dan
muhallala lahu” Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud
(no. 2076), at-Tirmidzi (no. 1119), Ibnu Majah (no. 1935), dari
Shahabat ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu ‘anhu. Lihat Shahiihul
Jaami’ (no. 1501), lihat juga al-Wajiiz (hal. 297-298) dan al-
Mausuu’ah al-Fighiyyah al-Muyassarah (hal. 49-52).Muhallil
adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas
suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya tiga kali. Hal
ini bertujuan agar mantan suami itu dapat menikahi wanita tersebut
setelah masa ‘iddahnya selesai.
Hadits yang sangat tegas tentang nikah tahlil ini:

SO gl SO eluaill (g g 3 () Gl Jlaall alia g
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Jlaalls cp A (5 by
dari Ibnu Mas 'ud RA, ia berkata, Rasululla SAW melaknat muhallil
(orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk
menghalalkan suaminya yang pertama) danmuhalllalah (bekas
suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR. Ahmad,
An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih,
dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits)

Muhallala lahu adalah seorang suami yang telah mentalak tiga
isterinya kemudian menyuruh seorang laki-laki untuk menikahi mantan
isterinya lalu mentalaknya agar ia dapat menikahi mantan isterinya
kembali setelah masa ‘iddahnya selesai.

Nikah Muhallil berasal dari kata hallala yang makna nya
menghalalkan. Muhallil adalah bentuk isim fail dari kata hallala,
menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menghalalkan. Secara
Etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram
(Syaifuddin, 2011). Yang semuala haram melansungkan pernikahan
menjadi boleh dan halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya
orang lain melakukan perkawinan disebut muhallil. Dan orang yang
halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut
muhallalah. Atau dengan istilah sebagai berikut :

Al Muhallil: Dinamakan atau disebut muhallil karena tujuannya
adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak
halal.Al Muhalla lahu : yakni bekas suami yang menyuruh orang lain
menjadi muhallil demi kemaslahatannya. Sehingga istilah “ Nikah
Muhallil” yang banyak digunakan di tengah masyarakat adalah nikah
yang hanya tujuannya hanya sekedar untuk menghalalkan sebuah
pernikahan yang sudah talaq tiga, di mana nikah itu sendiri hanya
digunakan untuk perantara saja.Kasus nikah tahlil ini yang mana istri
yang telah di talaqg tiga oleh suaminya itu akan dinikahi kembali.
Sementara dari aturan baku dari syariat islam mengharamkan untuk

menikahi kembali istri yang telah di talag untuk ketiga kalinya.



28

Menurut sayyid sabiq dalam bukunya Figih Sunnah, nikah muhallil
adalah seoarang laki-laki yang menikahiperempuan yang telah di talag
tiga kali dan sudah habis masa iddah nya dan dia melakukan dukhul (
hubungan suami istri ) dengannya, kemudian mentalag nya supaya
perempuan ituy halal dinikahi oleh suaminya yang pertama (Sabiq,
1994).

Dalil yang mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang

telah di talaq tiga adalah sebagai berikut:

%
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“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua),
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah
dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah
menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama
dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. ltulah ketentuan-

ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang
(mau) mengetahui”’

Dan juga hadist Nabi SAW yang sangat tegas tentang nikah
tahlilini :

ha Ml Jsuy (ad) 1 8 gie Mal o) 3 grse Gl 2 5
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“Dari  Ibnu Mas“ud RA, ia berkata, Rasululla SAW
melaknatmuhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga
untukmenghalalkan suaminya yang pertama) dan muhalllalah
(bekas suami yang menyuruh orang lain  menjadi
muhallil)”.(HR.Ahmad, An-Nasa™i, At-Tarmidzi sekaligus
menganggap haditsini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat
iman hadits)

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa keharaman nikah tahllil,
karena pada dasarnya nahi (larangan) berarti menunjukakan kepada

batal. Syaikh Taqgiyuddin berkata, “para ulama sepakat mengharamkan

nikah tahlil. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah
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disyaratkan tahlil (penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut
menjadi batal, Syarh Al Iqna’ dikatakan, “nikah mubhallil adalah
mubhallil menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah muhallil
menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraikannya, atau
muhallil berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas
suaminya, lalu ia menceraikannya dan tidak menarik niatnya itu ketika
akad.

Nikah semacam ini hukumnya haram dan tidak sah. “karena
kebatalan nikah tahlil semacam ini, suami pertama tetap tidak mendapat
status halal atas mantan istrinya. Syaikhul Islam berkata, pernikahan
yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lapaz maupun
kebiasaan, yakni muhallil akan menceraikan istrinya atau berniat
mentalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam
beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi
mantan suaminya, dan bagi muhallil tidak boleh melakukannya
(Betawi, 2019).

. Nikah Mut’ah
Nikah mut’ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus.
Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam
jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.
Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak
sahnya nikah mut’ah. Apabilah telah terjadi, maka nikahnya batal Telah
diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu ‘anhu, ia berkata,
a3 (e i ple il ali dle 30 1a 0 O, Ul

e U o Gla g 0 A 8
“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan
kami untuk melakukan nikah mut’ah pada saat Fat-hul Makkah
ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami mening-
galkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya
(melakukan nikah mut’ah). ’Hadits shahih: Diriwayatkan oleh
Muslim (no. 1406 (22)).
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Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci
membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan (Thalib, 1986). Sementara Zahry Hamid merumuskan nikah
menurut syara ialah akad (ijab gabul) antara wali calon istri dan
mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta
syaratnya (Hamid, 1978). Syekh Kamil Muhammad Uwaidah
mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan
juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang
mengartikannya dengan percampuran.

Secara etimologi mut’ah berasal bahasa Arab yang bermakna
kenikmatan atau kesenangan (Al-Munawwir, 1997). Menurut
Muhammad Fu'adSyakir kata mut'ah adalah bersenang-senang dengan
perempuan, tapi tidak mengingininya kekal bersamamu. Al-Azhari
berpendapat, "al-Mataa'u adalah setiap apa yang bermanfaat."(Syakir,
2002). Secara terminologi, Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah
mut’ah dengan ikatan seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam
batas waktu tertentu dan dengan upah tertentu pula. Menurut Ibrahim
Muhammad alJamal, nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau
nikah yang terputus, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang
lelaki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan.
Disebut nikah mut'ah, karena dengan pernikahan tersebut laki-laki dapat
menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam
akad.

Dasar hukum nikah mut'ah sebagai berikut: yang pertama ada
yang membolehkan:

050 8 el (r b 2 O demme Jiliu s Al Liaa
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“Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyah bin Bisthanal-

'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni binal-Qasim
dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammaddari Salamah
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bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwasesungguhnya
Rasulallah s.a.w. menemui kami dan merestuikami untuk
melakukan nikah mut'ah”.(HR. Muslim)

Dasar ukum yang melarang nikah mut’ah:
Lg\ud\ucdsuum\uaugﬂ\\_umu;muuh
uc‘\hcd‘)cd\@)l\\_uqd;\owuugg U-’u—’\ Oe
s e’ S (Ja SUa Js 0ay 2200 (oAl e 03 sas
M\.ﬁ”eﬁd.\\.l& Samgeez) &d\\d\djo@.d\utdt
eL.u.Aa\jJ)aJ LEML"“‘@L‘;‘ u\SuA_s)
“Telah mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Sabib dari
alHasan bin A'yan dari Ma'qgil dari Ibnu Abi Ablah dari Umar bin
Abdul Aziz diceritakan oleh Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy dari
ayahnya; sesungguhnya Rasulallah s.a.w. melarang dari nikah
mut'ah. Beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa sejak hari ini nikah
mut'ah itu hukumnya haram sampai kiamat nanti. Jadi
barangsiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah

dia ambil Kembali”. (HR. Muslim).

Menurut Syi’ah Imamiyah, syarat-syarat nikah mut’ah meliputi

(al-Hamidy, 2008):

1) Adanya ijab dan qabul dengan menggunakan lafadz ”Aku
mut’ahkan” (matta’tu) atau ”Aku nikahkan” (nakahtu), atau ”Aku
kawinkan” (zawwajtu);

2) ljab dan gabul harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu,
sedangkan yang tidak mampu maka boleh menggunakan bahasa lain;

3) Menyebutkan mahar yang telah disepakati kedua belah pihak;

4) Harus menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati secara
tegas;

5) Suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri kecuali isteri telah
mensyaratkan adanya nafkah dan disetujui;

6) Masing-masing suami isteri yang bersangkutan harus tertentu, yakni
harus jelas dan tidak kabur dengan orang lain yang bukan
pasangannya.

Adapun mengenai akibat hukum nikah mut’ah menurut mereka

adalah sebagai berikut:
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1) Jika mas kawinnya tidak disebutkan, tetapi batas waktunya
disebutkan, akad nikahnya batal. Tetapi kalau mas kawinnya
disebutkan sedangkan batas waktunya tidak, maka perkawinannya
berubah menjadi nikah biasa;

2) Anak yang lahir menjadi anaknya yang sah;

3) Tidak ada hak saling mewarisi secara timbal balik antara suami-
isteri;

4) Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya;

5) Masa iddahnya dua kali masa haid bagi yang haid, sedangkan bagi
yang berhaid tetapi ternyata berhenti maka masa iddahnya 45 hari;

6) Setelah berlalunya masa yang telah ditentukan, secara otomatis
perkawinan tidak berlaku lagi (tidak ada talak), sama halnya dalam

akad sewa menyewa.

2. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Hukum Postif di Indonesia
a. Penikahan siri

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga
perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau
beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.13 Hukum
perkawinan dalam Islam sebagai bagian integral dari syari“ah Islam
tidak dapat dipisahkan dari Islam. Dalam kehidupan masyakat Islam,
norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam
diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syri“at
perkawinan Islam. Allah Swt mewajibkan umat Islam melaksanakan
syari“at Islam dalam kehidupan fribadi, bermasyarakat, dan bernegara,
terutama melakukan perkawinan aturan syari“at perkawianan Islam
yang telah menjadi bagian dari system hukum positif Indonesia, antara
lain (Zakaria, Saad, 2021):
1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
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2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. tentang Peradilan Agama,

3) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 tentang Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Defenisi dari nikah sirri itu sendiri Kata “sirri” dalam istilah
nikah sirri berasal dari Bahasa arab yaitu “sirrun” yang artinya rahasia
(Susanto, 2007). Melalui kata ini, nikah sirri diartikan sebagai
pernikahan yang dirahasiakan. Istilah nikah siri atau nikah yang
dirahasiakan itu sendiri memang sudah dikenal di kalangan para ulama.
Akan tetapi, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda
pengertiannya dengan nikah siri yang jumpai saat ini. Dahulu yang
dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-
rukun nikah dan syaratnya menurut syari“at, hanya saja saksi diminta
tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai,
maupun kepada masyarakat,dalam arti tidak ada walimah al-, Ursy.
Nikah siri dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan
pencatatan secara administratif guna menyelesaikan permaslahan harta
gono gini, hadhanah (hak asuh) dan lain sebagainya hanya diselesaikan
dalam satu kesepakatan saja.

Pernikahan yang sah haruslah pernikahan yang dilakukan sesuai
dengan syariat Islam, pernikahan yang sembunyi-sembunyi dianggap
tidak sah karena pernikahan itu haruslah dinyatakan atau disampaikan
secara umum guna menghindari fitnah, berdasarkan hadis nabi:

VA OO el be B0 i Al e G e 8
Slall 422 ay Alfsly) (& el ) Ja

Dari  Amir lbnu Abdullah 1Ibnu al-Zubair, dari ayahnya
Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa
Sallam bersabda: "Sebarkanlah berita pernikahan."” Riwayat

Ahmad. (Hadits shahih menurut Hakim) (Ibnu Hajar Al-Asqolani,
2016).
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Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di
Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas
legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI Pasal 4,
yaitu :

1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing
agama dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kemudian KHI Pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu :

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat

2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 jo
UU No 1/1974.

Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2)
merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di
Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja.
Pernyataan ini didasarkan pada KUHAPerdata pasal 81 yang berbunyi :

“Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan,
sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama
mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil
telah berlangsung. ” (Perdata)

Pernyataan diatas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-undang Perkwinan

Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagi berikut :

1) Setiap orang yang akan  melangsungkan  perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat
perkawinan akan dilangsungkan.

2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya
10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
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3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas
nama Bupati Kepala Daerah (UUP).

Adapun sanksi pidana terkait pelanggaran terdapat pada
Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai
berikut:

1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undnagan yang berlaku maka:

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal
3, 10 ayat (3) , 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan
hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500, - (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

b. Pegawai Pencatatan yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal
6,7,8,9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 bualn atau denda setinggi-
tingginya Rp. 7. 500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut
hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang
berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai
dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas
yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam
perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan
yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak
memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak
pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya.

Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum
oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan
mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak
mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya.
Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan
mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi

masyarakat dan bangsa (zakaria, 2021).
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b. Perkawinan beda agama

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuahanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai salah satu perjanjian
yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya
akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya
perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya
perkawinan, vyaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2)
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku(Amri, 2020).

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru
dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila
dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing,
sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada
perkawinan di luar hukum masingmasing agama dan kepercayan itu.
Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdsarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan
Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai
tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat
dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat
(1):Konsep Keimanan dalam Undang-Undang Terhadap Perkawinan
Beda Agama Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf
(F): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, dilarang
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kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak
sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal
dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masingmasing
agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada
pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan
dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan
campuran, sebagaiman tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut
pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan
antara dua orang yang memiliki kewarganegaran yang berbeda, akan
tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.
Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur
oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut
hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak
bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66
Undang-undang Perkawina

Ketiga, Undang-undang Perkawina tidak mengatur masalah
perkawinan antaragama. Olehkarena itu, apabila merujuk Pasal 66
Undang-undang Perkawina yang menekankan bahwa
peraturanperaturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah
diatur dalam unadang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku
lagi.Namun karena Undang-undang Perkawina belum mengaturnya,
maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga
masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan
pekawinan campur ((Berkatullah, 2006).

. Nasab (keturunan),

Perkawinan yang dilarang karena Nasab (keturunan) dalam
perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya
(ta’bid)karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu Kandung, perempuan

yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu
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ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),
2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah
dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan,
baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu
saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara
sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan
(keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki
atau perempuan dan seterusnya (Ayub, Fikih Keluarga, 2011).

Menurut UUNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8,
bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan
darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2)
Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang
dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara
neneknya.

. Persusuan (radhd’ah)

Menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin
karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam
perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan
metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahramdari
jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum
sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-
laki dan wanita yang terikat dalam mahramrada’tidak boleh saling
mengawini. Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) lbu
susuan (Ibu rada /murdi’ahl wanita yang menyusui), yaitu ibu yang
menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang
anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga
haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang
pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu
yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan

sehingga haram melakukan perkawinan.3) Bibi susuan, yakni saudara
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perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan
dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak
perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan,
saudara seayah kandung maupun seibu (Agus, 2017).

Sebagai penjelasan hubungan persusuan ini dapat dikemukakan
beberapa hal, susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah
susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan
dari air susu, mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui
pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan
seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam
hadisdiatas, dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak dibatasi
jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada
perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian
pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi’i, sekurang-kurangnya lima
kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid,
Daud Ibnu Ali al-Zahiriy dan lbnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali
susuan yang mengenyangkan. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun
1974, dalam Pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang
antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan,
anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

. Hubungan kerabat semenda

perkawinankerabat semenda jika diperinci tersebut; 1) Mertua
perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari
garis ibu atauayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi
hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri
anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri
ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual
antara ibu dengan ayah. Keharaman perempuan musaharah, yaitu
mahramkarena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya
percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. (Agus,
2017)
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Menurut Imam Hanafi, hal demikian dapat mengakibatkan
keharamannya. Bahkan menurutnya, melihat kemaluan sama dengan
bercampur dalam hal keharaman mengawini musaharah.Jumhurulama
melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri
saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada
maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, syarat persetubuhan itu
berlaku pada dua maushuf (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu isteri.
Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c,
bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan
semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

3. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Adat di Minangkabau

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang
dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau
negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan
aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali turun-temurun dari
generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan
dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan,
penyelesaian sengketa, dan norma-norma sosial dan budaya lainnya. Di
Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang diakui dan diatur dalam
sistem hukum nasional.

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang
yang “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku dilarang kawin.” Frasa “peraturan lain yang berlaku” ini
membuka ruang interpretasi bahwa larangan perkawinan tidak hanya
didasarkan pada hukum agama dan hukum negara, tetapi juga dapat
mencakup hukum adat

Pendekatan a contraro dalam penafsiran hukum memungkinkan
kita untuk memahami bahwa jika ada peraturan lain yang berlaku yang
tidak secara eksplisit disebutkan tetapi memiliki kekuatan mengatur dalam

masyarakat tertentu, maka peraturan tersebut dapat dimasukkan dalam
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cakupan norma yang dimaksud dalam pasal tersebut. Berikut beberapa

alasan mengapa hukum adat dapat dianalogikan dalam konteks ini:
a. Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**
1)Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat
hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat serta prinsip NKRI.

2)Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan juga mengakui pencatatan perkawinan yang
dilakukan menurut hukum adat tertentu.

b. Prinsip Personalitas Hukum Adat dalam Perkawinan Hukum adat di
Indonesia bersifat personalitas, artinya aturan adat melekat pada
individu berdasarkan asal-usulnya.

Jika suatu masyarakat adat mengakui larangan ini, maka peraturan
tersebut dapat dikategorikan sebagai "peraturan lain yang berlaku™ dalam
Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan. Metode Penafsiran A
Contrario adalah metode penafsiran hukum yang menyatakan bahwa jika
suatu aturan berlaku dalam suatu kondisi, maka dalam kondisi yang
berlawanan aturan tersebut tidak berlaku. Dalam konteks Pasal 8 huruf f,
hukum ini melarang perkawinan yang dilarang oleh agama atau peraturan
lain yang berlaku. Jika suatu hukum adat tidak melarang perkawinan
tertentu, maka perkawinan itu dapat dianggap sah menurut adatnya.
Sebaliknya, jika hukum adat melarang suatu perkawinan, maka hukum
adat itu dapat masuk dalam kategori “peraturan lain yang berlaku” dan
melarang perkawinan tersebut.

Posisi hukum adat dalam hukum Indonesia dapat dijelaskan
sebagai berikut (Oktariana, 2023):

a. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar : Hukum adat diakui dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara menghormati
dan mengakui hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat. Ini

memberikan dasar konstitusional untuk pengakuan hukum adat.
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b. Peraturan Perundang-Undangan : Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur
hukum adat. Salah satu undang-undang penting yang terkait adalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui hak-hak masyarakat adat atas
tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.

c. Pengadilan Adat : Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pengadilan
adat atau lembaga hukum adat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat. Keputusan
pengadilan adat dapat diakui oleh pengadilan sipil.

d. Reformasi Hukum Adat : Pemerintah Indonesia telah berupaya
mereformasi hukum adat untuk mengakomodasi kebutuhan modern dan
perlindungan hak-hak masyarakat adat. Salah satu perkembangan
penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Desa, yang memberikan desa-desa otonomi untuk mengelola
urusan mereka sendiri, termasuk hukum adat.

Adapun bentuk perkawinan yang dilarang dalam hukum adat jika
merujuk pada Hukum Adat di Minangkabau:

a. Perkawinan sasuku

Pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua
orang yang memiliki hubungan suku didalam adat minangkabau, yang
dimaksud suku disini adalah, bukan sesama orang minangkabau yang
dilarang menikah, tetapi dalam suku minangkabau itu ada pecahan-
pecahan suku dan memiliki datuk yang berbeda-beda, dan setiap suku
itu misalnya suku jambak, suku sikumbang, suku koto, suku piliang.
Masing- masing dari suku tersebut (misal suku jambak dengan suku
jambak yang sedatuk tidak boleh menikah), karena dua orang ini masih
ada hubungan darah yang dekat, karena didalam adat minangkabau
sesuku itu berarti berasal dari satu keluarga dan berasal dari rumah
gadang yang sama, jadi bagi mereka yang memiliki suku yang sama,

dilarang menikah karena memiliki hubungan darah yang dekat.
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Suku ini dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai satu sepersukuan atau satu keluarga ((KBBI)), jadi
satu suku itu sama seperti satu Marga (klan), yang membedakan suku
ini ditarik dari garis keturunan Ibu, Suku dalam minangkabu ini,
asalnya ada 4 suku, yaitu suku Koto, Piliang, Bodi dan Caniago, dan
sepanjang berkembangnya zaman, suku ini semakin meluas dan
semakin banyak, sampai ada 40 lebih suku. Sesuku ini merupakan
keeratan dalam persaudaraan, karena malu yang di derita suatu suku
pun dirasakan oleh suku yang senama, karena mereka ini merupakan
satu keturunan, walupun ada yang berlainan tempat tinggal atau nagari,
tapi mereka tetap bersaudara jika mereka satu suku.

Karena suku termasuk sesuatu yang sangat sakral dan kaitanya
dengan semua orang yang sesuku, maka dalam perjodohan atau
pernikahan pun, dilarang menikah dengan yang sesuku, dan akhirnya
suku memainkan peranan penting dalam hukum waris. Dalam adat
Minangkabau, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat
memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud disini jika
mereka berada di suku yang sama dengan Datuk (Kepala Suku) yang
sama.

Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah
sesuku maka para Mamak (Paman) dan datuk akan menasehati untuk
membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat
erat dengan aturan-aturan yang lainya, seperti halnya akan terjadi
masalah dalam pembagian harta pusaka. Kajian seperti ini sejalan
dengan salah satu prinsip hukum Islam, yakni Saddu al-D ari‘ah
(mencegah akan suatu kemudharatan) atau memotong jalan kerusakan
(mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski
suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika
perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan
(mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dalam hal

ini tujuan dari larangan perkawinan sasuku ini sebenarnya adalah untuk
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menjaga keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan
masyarakat Minangkabau. Demikian pula bila terjadi perkawinan
sesama anggota kaum mempunyai akibat terhadap harta pusaka, dan
sistem kekerabatan Matrilineal (Sumbar, 1987). Berpedoman kepada
falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah maka
seharusnya ketentuan adat haruslah sesuai dengan ketentuan syarak atau
agama.

. Perkawinan Pantang

Seicara harfiah kata pantang dalam bahasa Minang berarti
terlarang atau tidak boleih dilakukan ataupun tidak boleih dilaksanakan.
Jika kata ini dibawakan keranah adat maka pantang beirarti seisuatu
yang terlarang atau tidak boleih dilakukan dan dilaksanakan seicara
adat. Jika hal ini teitap dilakukan maka yang deimikian dianggap
meilawan atau beirteintangan deingan norma-norma adat yang yang
tumbuh dan beirkeimbang di teingah masyarakat.

Merujuk pada makna di atas, maka kawin pantang dalam adat
Minangkabau dapat dipahami deingan perkawinan yang terlarang
secara adat. Atau peirkawinan yang tidak boleh dilakukan atau
dilangsungkan beirdasarkan kepada nilai-nilai yang disepakati dalam
adat. Jika perkawinan ini teitap dilangsungkan atau dilaksanakan maka
peilakunya akan meindapatkan sanksi seicara adat dan peirbuatan
meireika dianggap meindatangkan malu bagi keidua keluarga. Adapun
beintuk kawin pantang dalam adat Minangkabau adalah nikah seisuku
(Yona Ronanda, 2023).

Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang
menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu,
ayah, anak saudara seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, anak adik
dan kakak, mertua dan menantu, anak istri dan ibu atau bapak tiri,
saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.
Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat

mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel
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matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan
kekerabatan dan tidak sekampung halaman.

Menurut adat Minangkabau, selain larangan kawin menurut
agama, juga ada “perkawinan pantang”. Perkawinan pantang adalah
perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali
sedarah menurut garis keturunan materilineal, sekaum atau sesuku
meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak senagari.
Perkawinan sekaum atau sesuku tidak merupakan larangan
sebagaimana larangan dalam arti agama,tetapi hanya sebatas pantang
(incest) yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlangsung lama
seiring dengan sejarah kekerabat materilineal. Sampai sekarang masih
dipegang teguh oleh masyarakatnya.

. Perkawinan Sumbang

Istilah “sumbang” dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan
tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak,
seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda.
Mamak si gadis atau si laki-laki akan tersinggung dan dianggap tidak
bisa menjaga kemenakannya. Dalam KBBI (2007:519) sumbang dalam
perkawinan adalah suatu perkawinan antara kerabat terdekat yang tidak
diizinkan oleh hukum adat. Kata “sumbang” kalau digandengkan
dengan kata “salah” (sumbang salah), maka ia berarti suatu kesalahan
yang tidak tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinaan,
penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pelakunya bisa disebut
tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan
tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.
(Setiawan, 2022).

Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih
bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa
direndahkan. Oleh karena ajaran mereka yang terpenting ialah
memelihara harga diri, maka untuk hal itu diagungkan ajaran raso jo

pareso (rasa dan periksa) atau tenggang raso (tenggang rasa)
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sebagaimana yang diungkapkan ajaran falsafah mereka. Pantangan

perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah (Asmaniar,

2018):

1) mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan
tetangga dekat;

2) mempermadukan perempuan Yyang sekerabat, sepergaulan, dan
setetangga;

3) mengawini orang yang tengah dalam pertunangan;

4) mengawini anak tiri saudara kandung. Sanksi hukum ditetapkan
kepada pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan
musyawarah kaumnya.

Tingkatannya antara lain: membubarkan perkawinan itu, hukum
buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, juga
dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf
kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor

sampai dua ekor binatang ternak.

C.Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Menurut Figih Siyasah Dusturiyah
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan
perundangundangan yang baik(Indrati, 2007). Pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah proses pembuatan aturan hukum yang
melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses ini
dilakukan berdasarkan sejumlah asas yang telah ditetapkan untuk
memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan
tujuan hukum yang diinginkan. Peraturan perundang-undangan sendiri
merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang

bersifat mengikat secara umum. Aturan ini dibuat atau ditetapkan oleh
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lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah

ditentukan. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 juncto Penjelasan

Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022, terdapat tujuh asas yang harus

diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas Kejelasan Tujuan: Peraturan harus memiliki tujuan yang jelas agar
dapat mencapai hasil yang diharapkan. Asas Kelembagaan atau Pejabat
Pembentuk yang Tepat: Peraturan harus dibuat oleh lembaga atau
pejabat yang berwenang sesuai dengan hierarki dan fungsinya.

b. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: Jenis dan
hierarki peraturan harus sesuai dengan materi yang diatur.

c. Asas Dapat Dilaksanakan: Peraturan harus dapat dilaksanakan secara
efektif di masyarakat.

d. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Peraturan harus memberikan
manfaat dan hasil yang nyata bagi masyarakat.

e. Asas Kejelasan Rumusan: Peraturan harus dirumuskan dengan bahasa
yang jelas dan mudah dipahami.

f. Asas Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus dilakukan
secara transparan dan memungkinkan partisipasi masyarakat.

Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterapkan
dengan baik di masyarakat (online, 2024).Asas-asas dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, ada
asas umum hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan khusus
dalam "pembentukan” isi peraturan. Kedua, terdapat asas hukum lainnya
yang memberikan pedoman bagi penataan peraturan dalam bentuk dan
susunan, metode pembentukannya, serta proses dan prosedur pembentukan
yang sesuai dengan bidang hukum yang relevan. Dengan adanya asas-asas
ini, diharapkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat
dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga menghasilkan

peraturan yang efektif dan tepat guna. (Tyeasta, 2020).



48

Sebagai negara hukum yang memiliki jenjang hukum, penting
untuk memprioritaskan hierarki perundang-undangan dalam proses
pembentukan peraturan, terutama dengan menempatkan konstitusi sebagai
hukum tertinggi. Dalam konteks ini, pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia harus berpedoman pada beberapa prinsip utama:
Ideologi Bangsa: Pembentukan peraturan harus didasarkan pada Cita
Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai
ideologi bangsa menjadi landasan utama dalam merumuskan setiap aturan
hukum di Indonesia. Norma Fundamental Negara: Norma fundamental
negara juga merujuk pada Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar yang
mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas-asas
Negara Berdasar atas Hukum dan Konstitusi: Pembentukan peraturan
harus berpegang pada asas-asas negara hukum dan asas-asas pemerintahan
yang berdasar pada konstitusi. Ini berarti setiap peraturan harus sesuai
dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tidak boleh bertentangan dengan
UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan berpegang pada pedoman
ini, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia
diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai dasar negara, menjunjung
tinggi konstitusi, dan mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan
konsisten
. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam
Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah

Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq
Basri, penemuan hukum Islam secara garis besar ada dua metode
penemuan hukum yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan
membahas hukum Islam, yaitu metode istimbat dan metode ijtihad.
Adapun metode ijtihad meliputi ijmak, giyasst, i islah (al-mursalih al-
mursalah), ihtisan, istishab dan al" “urf.

Penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim, baik dalam konteks
peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, tidak terikat pada

ketentuan yang mengharuskan hakim untuk mengikuti suatu interpretasi
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tertentu. Namun, yang paling penting adalah bahwa hakim harus memilih
penafsiran yang tepat dan sesuai, sehingga dapat memperjelas ketentuan
peraturan yang diterapkan pada suatu peristiwa hukum konkret. Dalam
hukum Islam, setiap proses peradilan melibatkan hakim yang memeriksa,
mempertimbangkan, dan mengadili perkara dengan merujuk pada al-
Qur'an, as-Sunnah, serta peraturan-peraturan yang berlaku bagi umat
Islam. Ini mencakup hukum-hukum wad % (hukum positif) dan hukum-
hukum taklifi (hukum syariat).

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan
hukum melalui tiga cara. Pertama, ada metode interpretasi literal, di mana
hukum yang ditemukan bukan merupakan hukum baru, melainkan
merupakan penafsiran kembali terhadap teks yang ada. Dalam hal ini,
bunyi teks dianggap kurang jelas atau tidak memberikan kepastian hukum
yang memadai. Kedua, terdapat metode kausalitas (ta'lili), yang berfokus
pada alasan (illat) di balik hukum yang ditetapkan. Metode ini mencakup
analisis dan penelusuran terhadap tujuan dari suatu ketentuan hukum,
sehingga hukum yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan
konteks masyarakat dan mencari dasar penetapan hukum baik dari segi
alasan maupun tujuan ditetapkannya hukum syara. Metode ini membantu
para mujtahid dalam menetapkan hukum yang relevan dan responsif
terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan umat.(Mubarok, 2002).

Metode kausalitas mencakup dua temuan hukum. Pertama, ada
metode giyas, yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan
indikasi antara suatu kasus dengan kasus lain yang sudah memiliki
ketentuan hukum. Kedua, terdapat metode teleologis, yang menetapkan
hukum berdasarkan tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai, sehingga
menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks
sosial.Selain itu, metode ketiga adalah metode sinkronisasi, yang bertujuan
mencari solusi terhadap pertentangan antara dua dalil yang memiliki
derajat yang sama, seperti antara satu ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an

lainnya atau antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir lainnya.
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Metode ini penting untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam
penetapan hukum, serta menjaga agar hukum yang diterapkan tetap sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam.
(YYahya, 1986). Berbeda dengan ad-Dawalibi, beliau berpendapat Ada tiga
model (penemuan hukum) ijtihad yangdilakukan oleh para sahabat Nabi,
hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu ijtihad bayani, ijtihad
giasi dan ijtihad istislahi, Sebenarnya metode giyasi dan istislahi dapat
dikategorikan sebagai motode penemuan hukum kausasi atau ta’lili
(ma'ruf, 1950).

D. Penelitian Relavan
Dalam era di mana media sosial semakin memainkan peran penting
dalam proses politik, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka
hukum nasional yang mengatur kasus-kasus pencemaran nama baik peserta
pemilu melalui platform media sosial, adapun berdasarkan hasil pencarian
yang dilakukan, ditemukan penelitian yang relevan dengan penelitian penulis,
adalah sebagai berikut:

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Elsyani Putriyang berjudul “Penerapan
Pasal 8 Huruf (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Oleh Hakim
terhadap Larangan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri”,
fakultas Hukum, Universitas Isalm Indonesia, Yogyakarta. Dalm penlitan
ini membahas penerapan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1
Tahun1974 dalam perkawinan beda agama; dan Apakah norma-norma
agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Penelitian ini
merupakan penelitian hukumnormatif dengan pendekatan penelitian
melalui  perundang-undangan serta pendekatan kasus mengenai
pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini
adalah hakim beranggapan bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 bukan merupakan larangan perkawinan beda agama yang

pada nyata bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamnya
dilarang kawin yang mana perkawinan beda agama termasuk didalam
larangan perkawinan dan norma-norma agama di Indonesia melarang
perkawinan beda agama berdasarkan kitab-kitab yang dipercayainya.
Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas
tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum figih dan
peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun
1974 tetang perkawinan persfektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus
meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur
dalam agama dan peraturan lainnya.

. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Alamsyah dengan NIM: 10300116030
yang berjudul “Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi’i salam Nikah Syighar”,
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.
Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan Mazhab Hanafi dan
Syafi“i tentang nikah syighar, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana
Hakikat Nikah Syighar, 2) Bagaimana Dampak Nikah Syighar, 3)
Bagaimana Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi“i tentang Nikah Syighar.
Jenis penelitian skripsi ini deskripsi kualitatif dengan menggunakan
metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) Hakikat nikah syighar tidak akan melahirkan sakinah mawaddah
warahmah karena pernikahan tersebut didasarkan pada janji atau
kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai
mahar atau jaminan di antara keduannya. 2) Dampak dari pernikahan
syighar akan menimbulkan rasa penyesalan diantara keduanya karena
perempuan sebagai alat pertukaran dari pernikahan syighar tersebut. 3)
menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah.
Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas
tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum figih dan
peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun

1974 tetang perkawinan persfektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus
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meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur
dalam agama dan peraturan lainnya.

. Dalam yang ditulis oleh Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, NIM
341203281 yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Siyasah Dusturiyah
(Kajian Sistem Pemerintah)”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
Universitas Islam Negri Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh. Skripsi ini
membahas Siyasah dusturiyah selama ini belum terungkap secara
terperinci. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya
negara tergantung dengan sistem pemerintahan. Alquran secara tegas telah
menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah SWT memerintahkan
Rasulullah SAW untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan
kepemerintahan. Dengan Analisis data yang dilakukan dengan
menggunakan tematik (Maudhu’i) didukung dengan dalil-dalil atau
kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan rasional.
Dengan hasil penelitian Kepentingan sistem pemerintahan dijelaskan di
dalam Alqguran al-Bagarah ayat 233. Sistem pemerintahan sangat jelas di
dalam Alqguran, Allah SWT nenjelaskan bagaimana cara memilih
pemimpin yang baik agar umat yang akan datang dapat mencontohi
pemimpin sebelumnya. Sistem pemerintahan dalam Islam dijelaskan oleh
mufassir yang dengannya dapat mencegah kemungkaran dan menjadi
negara yang lebih sistematik. Siyasah dusturiyah adalah suatu ilmu yang
besar yang di dalamnya terhadap macam-macam ilmu. llmu ini membahas
mengenai politik ketatanegaraan yang didalamnya menjelaskan tentang
lima hal yaitu, pertama imamah, kedua rakyat dan kewajibannya, ketiga
baiat, keempat Ahl al-Hall Wa al-Aqd, dan kelima Wizarah. . Adapun yang
membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas tentang
pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum figih dan
peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun
1974 tetang perkawinan persfektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus
meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur

dalam agama dan peraturan lainnya mengizinkannya.
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4. Skripsi yang ditulis oleh Tharig Kemal AS Jaya NIM: 10400114100 yang
berjudul “Evektivitas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap
Perkawinan Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Luwu Utara”,
Fakutas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri, Alauddin Makassar.
Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 terhadap perkawinan dibawah umur di Kabupaten Luwu Utara
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B). Jenis penilitian
ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan
adalah pendekatan yuridis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari
penelitian tersebut yaitu: 1) Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 terhadap perkawinan di bawah umur hasilnya adalah UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 telah efektif dalam mengatur terjadinya perkawinan
dibawah umur. 2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan
di bawah umur adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor hamil diluar
nikah faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Adapun yang membedakan
penelitian yang penulis teliti ialah membahas tentang pemaknaan hukum
larangan perkawinan menurut hukum figih dan peraturan lainnya dalam
pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan
persfektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus meninjau lebih lanjut
jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur dalam agama dan
peraturan lainnya mengizinkannya.

5. Dalam Skripsi yang Ditulis Hilda Lutfiah NIM: 10.17.3606, yang berjudul
“Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Yang Berkaitan Dengan Usia Kawin”. Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi. Rumusan masalah penelitian
yaitu a) Bagaimana Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
terkait batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak? b)
Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Dispensasi Kawin
bagi anak dibawah umur pada Putusan 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang
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ditolak padahal pemohon dalam keadaan hamil. Metode penelitian ini
yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian dengan adanya data-data
lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan
observasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu a) Efektivitas Pasal 7 ayat (1)
UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan Penetapan
Permohonan ditolak, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur
sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah
diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini
sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan
hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun. b) Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara
Dispensasi  Kawin bagi anak dibawah umur pada Putusan
0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang ditolak padahal pemohon dalam keadaan
hamil. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan
dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta
Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar
figiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan
mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan
masyarakat. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah
membahas tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut
hukum figih dan peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan persfektif fikih siyasah dusturiyah,
dan berfokus meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang

yang diatur dalam agama dan peraturan lainnya



BAB Il
METODE PENEITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif
atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses
penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan
logika ilmiah dan aspek normatif..

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipology kualitatif yaitu
hasil penelusuran dari bahan kepustakaan yang kemudian dianalisis dan
didiskripsikan secara koprehensif. Penelitian ini menelaah lebih lanjut tentang
apa saja bentuk larangan perkawinan dalam pasal 8 huruf f undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apa saja bentuk perkawinan yang
dilarag oleh agamnay maupun peraturan lain persfektif figih siyasah
dusturiyah. Adapun latar waktu penelitian dalam penulis lakukan
berlangsusng selama beberapa bulan, terhitung mulai pada bulan Agustus
2024 sampai selesai penelitian ini, dengan rician sebgai berikut:

Tabel 3.1
Woaktu Penelitian
No 2024-2025

Uraian Kegiatan
Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb

1. | Konsultasi masalah

penelitian

2 | Menyusun proposal

skripsi

3 | Bimbingan proposal

dan skripsi

4 | Seminar proposal

5 | Perbaikan pasca

seminar

6 | Pengelolaan Data

7 | Ujian Munagasha

55
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B. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai
instrument kunci atau utama. Sebagai instrument kunci, penulis akan
mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang
diindentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh penulis. Selanjutnya
dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrument pendukung seperti

buku, jurnal, artikel.

C. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengambil
bahan kajian dari data kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini
adalah.
1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Pasal 8 Huruf F
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan, Pasal 45 ayat 1
PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39-44 KHI Tentang Larangan
Perkawinan, dan Al Quran dan Sunnah

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan
keterangan dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari jurnal-jurnal yang
membahas tentangPenafsiran Hukum dalam Pasal 8 Huruf F Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1s974 Perkawinan, buku-buku kompilasi hukum
di Indonesia, kompilasi hukum Islam, penelitian ilmiah para ahli, website
resmi, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis
teliti.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier dalam skripsi biasanya merujuk pada sumber

yang mendukung atau memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum

primer dan sekunder. Sumber ini bisa berupa kamus hukum, ensiklopedia



57

hukum, literatur hukum yang lebih umum, atau pandangan ahli hukum
yang tidak secara langsung merujuk pada Pasal 8 huruf f Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan hukum tersie berisi
ketentuan tentang syarat sahnya perkawinan. Namun, untuk bahan hukum
tersier, Anda dapat mengandalkan referensi berikut ini:

a. Kamus Hukum Hukum Indonesia atau kamus hukum internasional
yang dapat menjelaskan makna umum dari istilah-istilah yang
digunakan dalam pasal tersebut.

b. Ensiklopedia Hukum Indonesia atau ensiklopedia terkait yang
mengulas berbagai aspek hukum perkawinan, termasuk interpretasi
terhadap pasal tersebut.

c. Literatur Hukum Umum buku teks atau panduan hukum yang
membahas mengenai perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974
secara umum, misalnya buku yang menjelaskan latar belakang,
sejarah, dan perubahan hukum perkawinan.

d. Jurnal atau Artikel Hukum jurnal atau artikel bisa memberikan
analisis atau interpretasi terhadap pasal tertentu dalam UU tersebut,
yang bisa menjadi referensi tambahan dalam skripsi Anda.

e. Pandangan Ahli Mengutip pandangan dari ahli hukum atau praktisi
yang telah menulis buku atau artikel terkait dengan hukum

perkawinan.

D. Tekik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui
studi dokumen dan kepustakaan atau literatur karena merupakan teknik
pengumpulan data yang baik. Studi kepustakaan dengan cara membaca buku
dan Undang-Undang, mengutip dan memilah materi yang ada di pustaka serta
kepustakaan digital dan website terkait Penafsiran Hukum dalam Paal 8

Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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E. Teknik Pengelolaan Data

Berdasarkan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian.
Karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data. Data yang berhasil
dikumpulkan, yaitu data sekunder dapat ditarik kesimpulan untuk analisis
kualitatif. Analisis kualiatatif yaitu analisis dengan cara mengelompokkan
data menurut aspek -aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka tau dengan
kata lain tampil dalam bentuk teks sebagai hasil analisis.

Analisis data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Reduksi data, merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi
data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data, merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif.
Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi
sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan, kegiatan analisis ketiga yang sangat penting untuk
dilakukan.

Berdasarkan data yang berhasil peneliti kumpulkan, baik primer
maupun sekunder, dapat ditarik kesimpulan untuk analisis secara kualitatif.
Analisis kualitaif yaitu analisa dengan mengelompokan data menurut aspek-
aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain
data muncul dengan kata-kata melaui analisis data dengan cara memverifikasi
data yang menjadi sumber data yang diperoleh dari kepustakaan dan website
terpercaya (internet) mengenai pemaknaan pasal 8 huruf f undnag-undnag
nomorl tahun 1974 tentang perkawinan menurut figih siyasah dusturiyah,
setelah pengelompokan data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara
sistematis kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan
yang dibahas dari data yang diperoleh.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data
Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji

reabilitas data yang dapat dilakukan dengan triangulasi data, dengan tujuan
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untuk mengkonfirmasi kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan
data dari berbagai sumber data. Peneliti senidiri menggunakan teknik
triangulasi sumber data dengan cara menggali data dan mencocokkan satu
sumber data dengan sumber data lainnya sehingga bisa diambil satu

kesimpulan.



BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Penelitian

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah
mengatur sejumlah larangan perkawinan yang bertujuan untuk menjaga
tatanan sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Larangan tersebut
meliputi hubungan darah dalam garis keturunan lurus maupun menyamping,
hubungan semenda, hubungan susuan, serta larangan berdasarkan agama atau
peraturan lain yang berlaku. Secara spesifik, pasal 8 huruf f memuat
ketentuan yang fleksibel namun kompleks karena melibatkan interpretasi dari
norma-norma agama dan aturan yang beragam di Indonesia. Hal ini
menimbulkan tantangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks
pluralisme hukum dan budaya. Analisis mendalam terhadap pasal ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelaraskan berbagai
norma yang ada dengan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan.

Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum
perkawinan di Indonesia yang mengatur larangan perkawinan. Ketentuan ini
menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam karena mengacu pada larangan-
larangan yang didasarkan pada agama atau peraturan lain yang berlaku.
Penafsiran terhadap pasal ini sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika
dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan norma agama dan aturan
hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang
lebih komprehensif terhadap pasal tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah
mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang
antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya;

60
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c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan
dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin.

Penelitian ini akan berfokus pada pemaknaan Pasal 8 huruf f,
khususnya dalam kaitannya dengan larangan perkawinan yang dilarang
agama dan peraturan lainnya. Ketentuan pada huruf f yang menyebutkan
larangan perkawinan berdasarkan hukum agama (figih) dan peraturan lain
yang berlaku menjadi topik yang menarik untuk dikaji, mengingat pluralitas
agama di Indonesia dan dinamika hukum yang mengaturnya. Dalam
penelitian ini, akan dibahas pandangan dari para ahli hukum, teolog, dan
sosiolog mengenai bentuk larangan perkawinan yang diatur dalam pasal
tersebut. Penelitian ini juga akan mengulas bagaimana penerapan pasal ini
dalam praktik, serta tantangan dan solusi yang diusulkan oleh para ahli untuk
mengatasi perbedaan interpretasi yang sering terjadi.

1. Penafsiran Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan menurut para ahli
a. Bentuk Larangan Perkawinan Dalam Hukum Agama
Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya Usul Figh sebagaimana
dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ‘Ibarah al-Nas
(Dilalah ‘Ibarah) adalah Makna yang dapat dipahami dari apa yang
disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nas maupun zahir. Sedangkan
menurut Amir Badsyah dalam kitab Tasyiral Tahrir menjelaskan bahwa
Penunjukan lafaz atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang
dimaksud secara majasi, meskipun dalam bentuk lazim, dalam hal ini
lafaz jenis inilah yang diperhitungkan oleh Ulama usul dalam nas, atau
bukan dalam bentuk asli (Syaifuddin, 2008).
Menurut al-Sarkhisi dari kalangan Ulama Hanafiyyah seperti
yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mendefinisikan bahwa Isyarah al-

Nas adalah Apa yang terungkap memang bukan ditunjukkan untuk itu,
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namun dari perhatian yang mendalam ditemukan suatu makna dari lafaz
itu, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa
Isyarah al-Nas atau yang sering disebut dengan Dilalah ‘Isyarah adalah
penunjukan sebuah ucapan terhadap arti, bukan yang dimaksud secara
langsung, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang ucapan
diungkapkan untuk itu (Madi, 2017).

Pemakaan Pasal 8 huruf f apabila merujuk kaidah ‘Ibarah al-
Nas dan Isyarah al-Na, smaka dapat dipahami bahwasanya pemaknaan
Pasal tersebut cakupannya bersifat universal yang mencakup bentuk
larangan perkawinan  seluruh agama yang diakui di Indonesia dan
norma sosial budaya yang beragam dimasyarakat. Jika merujuk dalam
hukum Islam, Islam telah melarang beberapa jenis pernikahan karena
bertentangan dengan prinsip syariat. Nikah Syighar (Pernikahan Tukar
Guling) Seorang wali menikahkan putrinya atau saudarinya kepada
seorang pria dengan syarat pria tersebut juga menikahkan putrinya atau
saudarinya kepada wali itu, tanpa mahar. Pernikahan ini seperti sistem
barter, bukan pernikahan yang sah menurut Islam. Nikah Mut’'ah
(Kawin Kontrak) Pernikahan yang dilakukan dengan batas waktu
tertentu yang sudah disepakati sejak awal, misalnya sehari, seminggu,
atau beberapa bulan. Nikah Muhallil (Pernikahan Perantara untuk
Rujuk) Pernikahan yang dilakukan agar seorang wanita yang telah
dicerai tiga kali (talak ba'in kubra) bisa kembali kepada suami
pertamanya dengan cara menikah sementara dengan pria lain, lalu
menceraikannya.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai bangsa majemuk
memiliki beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. Masing-masing
kepercayaan memiliki perbedaan satu sama lain yang kerap
memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan
kepercayaan lainnya. Pasca reformasi tahun 1998, Presiden
Abdurrahman Wahid mencabut instruksi presiden Nomor 14 Tahun

1967 dan keputusan Mendagri Tahun 1978. Pencabutan keputusan
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tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki enam agama resmi

yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu,

Buddha, dan Konghucu.

Apabila dilihat menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan
ini maka diketahui bahwa dalam Kketentuan tersebut melarang
pelaksanaan atau disahkannya perkawinan yang dilarang oleh agama
dan aturan lain yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini
merumuskan bahwa cara dan syarat melangsungkan perkawinan
ditentukan oleh masing-masing agama, selain yang sudah disahkan oleh
negara. Maka sah atau tidak sahnya ikatan perkawinan tergantung oleh
pasangan yang sudah memenuhi syarat perkawinan, menurut undang-
undang serta ketentuan dari agamanya masing-masing sehingga apabila
dilihat menurut pandangan agama (Setriawan, 2022). Sedangkan dari
sudut pandang agama:

1) Agama Buddha: Agama Buddha tidak memandang pernikahan
sebagai hal yang suci atau tidak suci. Ajaran Buddha juga tidak
menganggap pernikahan sebagai kewajiban religius atau hal yang
sakra. Namum melarang Pernikahan Sesama Jenis, dalam Kanon
Pali (kumpulan kitab suci standar dalam tradisi Buddha Theravada ,
sebagaimana yang dilestarikan dalam bahasa Pali , dan kanon
Buddha awal terlengkap yang masih ada) melarang baik biksu
wanita maupun pria dari aktivitas homoseksual ~maupun
heteroseksual.

2) Agama Hindu: Perkawinan dianggap tidak sah jika tidak
dilaksanakan berdasarkan upacara hukum agama Hindu. Hukum adat
Bali menegaskan bahwa perkawinan harus mematuhi UU
Perkawinan dan hukum agama Hindu. Oleh karena itu, umat Hindu
tidak mengizinkan perkawinan di luar agama Hindu.

3) Agama Kristen Katolik: Pernikahan dalam Gereja Katolik dilarang

untuk beberapa hal, seperti: Pernikahan sesama jenis, Pernikahan
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antara kerabat dekat, Pernikahan antara rohaniwan dengan wanita,
Pernikahan beda agama.

4) Agama Protestan: Perkawinan dianggap sah jika kedua calon
mempelai memeluk agama Kristen dan memenuhi prosedur agama
Protestan. Pernikahan yang dilarang dalam agama Kristen Protestan
adalah: Poligami, Pernikahan beda agama, Nikah sir.

5) Agama Konghucu: Tidak ada larangan tegas terhadap perkawinan
beda agama. Namun, perkawinan dianggap sah jika memenuhi
syarat, seperti persetujuan kedua pihak, restu orang tua, dan
diteguhkan melalui upacara agama. Tradisi Li Yuan menyarankan
kedua mempelai beragama Konghucu, tetapi perkawinan beda
agama tetap diperbolehkan. Namun, pemeluk agama Konghucu yang
menikah dengan pemeluk agama lain bisa memohon restu secara
Konghucu. Restu ini bertujuan untuk mendoakan pernikahan dan
mengabarkan kepada umat Konghucu dan masyarakat secara umum.

6) Agama Islam: Dalam Islam, perkawinan yang tidak diizinkan Nikah
asy Syigha, Nikah Mut'ah, Nikah Muhallil dan nikah sesama jenis.

Larangan yang diatur dalam hukum agama ini jika mengacu
kepada hukum Islam maka Surat An-Nisa' ayat 23 dan Al Surat Al-

Bagarah ayat 221, yang mencakup larangan perkawinan hubungan

keluarga semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, seperti

hubungan dengan mertua, anak tiri, atau menantu dan larangan
perkawinan beda agama. Pembahasan larangan perkawinan sesuai
dengan ayat tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf a,b, ¢, d, dan e. Kemudian

dalam Pasal 8 huruf f membahas aturan larangan perkawinan sesuai

dalam hukum agama kepercayaan masing-masing dan dalam norma
atau peraturan lain.

Menurut paraahli, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga
norma moral, kehormatan keluarga, serta menghindari konflik

kepentingan yang dapat merusak harmonisasi dalam keluarga dan
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larangan menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman agar
memelihara  akidah dan  kerukunan rumah tangga dan
menjalankansyariat Islam. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa
pembatasan ini diperlukan untuk melindungi keutuhan keluarga,
menghindari pelanggaran nilai sosial dan menegakan Syariat Islam.
Subekti menambahkan bahwa larangan ini berfungsi sebagai alat untuk
memperkuat norma hukum dalam masyarakat.

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan
larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang
pria deng an seorang wanita, sedangkan menurut syard’, larangan
tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram ta’bid) dan halangan
sementara (haram gairu ta’bid/ ta’qit). Wanita yang terlarang untuk
dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah
disepakati dan ada yang masih diperselisinkan (khilafiyah) (Hermanto,
2017). Larangan yang bersifat badi terdiri dari nasab atau keturunan,
persusuan atau Radha’ah, masrahah. Ketentuan larangan abadi tersebut
sudah dijelaskandalam dalil-dalil yang nayata, namun larangan yang
bersifat sementara terdapat perbedaan pendapat (Khilai’yah). Perbedaan
pendapat di kalangan ulama mazhab dalam hal larangan pernikahan
sementara (misalnya larangan menikah dalam masa iddah atau larangan
menikah dalam kondisi tertentu) bisa dilihat dari beberapa aspek,
terutama dalam mazhab-mazhab besar dalam Islam sebagai berikut :

1) Mazhab Hanafi

Larangan Nikah Selama Iddah Dalam mazhab Hanafi,
seorang wanita yang dalam masa iddah (setelah cerai atau suami
meninggal) tidak boleh menikah. Namun, ada perbedaan mengenai
kapan seorang wanita yang dalam masa iddah bisa menikah kembali
setelah periode tersebut selesai. Pada umumnya, mereka
menekankan agar pernikahan kembali dilakukan setelah iddah
selesai, untuk menghindari kebingungan mengenai status anak atau

nasab. Pernikahan dalam Masa Khul' (Perceraian): Mazhab Hanafi
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menganggap bahwa seorang wanita yang melakukan khul'
(perceraian atas permintaannya sendiri) harus menunggu masa iddah.
Namun, jika dia telah selesai dari masa iddah, maka ia boleh
menikah lagi.
2) Mazhab Maliki
Iddah setelah Perceraian Dalam mazhab Maliki, larangan
menikah selama iddah lebih ketat. Seorang wanita tidak boleh
menikah dengan siapa pun selama masa iddah, bahkan jika masa
iddahnya hanya berlangsung beberapa bulan atau beberapa minggu,
tergantung pada jenis pernikahannya. Iddah Wanita Hamil*: Jika
seorang wanita hamil setelah perceraian, ia harus menunggu hingga
melahirkan sebelum menikah lagi, meskipun masa iddah biasanya
selesai setelah kelahiran anak.
3) Mazhab Syafi'i
Mazhab Syafi'i juga mengharuskan wanita untuk menunggu
masa iddahnya sebelum menikah lagi, baik setelah perceraian
maupun setelah kematian suami. Namun, mereka memberikan
kelonggaran lebih sedikit terkait dengan perubahan status jika ada
alasan kuat untuk menikah lebih cepat. Wanita dalam Masa Iddah:
Jika seorang wanita dalam masa iddah dan belum hamil, ia boleh
menikah lagi setelah iddah selesai. Jika ada yang melanggar, maka
nikah tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.
4) Mazhab Hanbali
Mazhab Hanbali juga melarang wanita menikah selama
iddah, baik iddah karena perceraian maupun kematian suami.
Meskipun demikian, mereka memperbolehkan jika ada alasan yang
sangat kuat, seperti dalam kasus yang melibatkan hamil atau
kemungkinan besar status kehamilan diketahui secara jelas. Mazhab
Hanbali lebih cenderung untuk memperbolehkan seseorang yang
sudah bercerai untuk menikah lagi setelah selesai masa iddah tanpa

pembatasan yang terlalu ketat.
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5) Pendapat Ulama Kontemporer

Dalam beberapa kasus, pendapat ulama kontemporer mulai
berkembang dalam memandang larangan pernikahan sementara,
Khususnya terkait dengan konteks sosial dan budaya modern.
Beberapa ulama menilai bahwa jika ada alasan yang sah dan jelas,
maka larangan untuk menikah sementara bisa diperlonggar atau
disesuaikan dengan kebutuhan individu. Beberapa ulama juga
menilai bahwa batasan-batasan ini bisa lebih fleksibel tergantung
pada konteks masing-masing negara atau masyarakat.

Dari sudut pandang Figih Siyasah Dusturiyah, larangan ini
sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sebagaimana disebutkan
dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23, yang mengatur larangan
perkawinan dengan kerabat tertentu untuk menjaga kehormatan (hifz al-
‘irdh) dan keturunan. Selain itu, aturan ini mencerminkan prinsip
maslahah mursalah, yakni upaya negara untuk melindungi moralitas
masyarakat demi kemaslahatan bersama. Dalam kerangka maqasid
syariah, ketentuan ini melindungi agama, akhlak, dan keturunan, yang
merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan tercapainya
tujuan syariat. Oleh karena itu, larangan dalam Pasal 8 huruf f memiliki
landasan yang kuat baik dari hukum positif maupun perspektif syariat,
sehingga berfungsi sebagai pengatur harmoni dalam hubungan sosial
dan keluarga.

. Laragan perkawinan dalam peraturan lainnya

Larangan perkawinan menurut pasal 8 huruf f tidak hanya
membahas larangan perkawinan menurut agama, namun juga bentuk
larangan dalam peraturan lain. seperti dalam hukum adat di Indonesia.
Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan
adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakatnya, masing-
masing suku bangsa dengan pemahaman adat istiadat tersebut, tentu
memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. Hukum adat itu sendiri

adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan
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yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis
mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman.
Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang
yang “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku dilarang kawin.” Frasa “peraturan lain yang berlaku” ini
membuka ruang interpretasi bahwa larangan perkawinan tidak hanya
didasarkan pada hukum agama dan hukum negara, tetapi juga dapat
mencakup hukum adat. Jika suatu masyarakat adat mengakui larangan
ini, maka peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai "peraturan lain
yang berlaku" dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan.
Metode Penafsiran A Contrario adalah metode penafsiran hukum yang
menyatakan bahwa jika suatu aturan berlaku dalam suatu kondisi, maka
dalam kondisi yang berlawanan aturan tersebut tidak berlaku. Dalam
konteks Pasal 8 huruf f, hukum ini melarang perkawinan yang dilarang
oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Jika suatu hukum adat
tidak melarang perkawinan tertentu, maka perkawinan itu dapat
dianggap sah menurut adatnya. Sebaliknya, jika hukum adat melarang
suatu perkawinan, maka hukum adat itu dapat masuk dalam kategori
“peraturan lain yang berlaku” dan melarang perkawinan tersebut
Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga
terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang
menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari
rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga
sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk
menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum
masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun
hukum adat. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dapat dianalogikan dengan

hukum adat melalui metode penafsiran a contrario, karena hukum adat
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adalah bagian dari sistem hukum yang diakui di Indonesia. Oleh karena
itu, jika hukum adat melarang suatu perkawinan, maka larangan
tersebut dapat dianggap sah dan mengikat berdasarkan pasal ini
(Soekanto, 2010).

Menurut para ahli, makna **peraturan lain** dalam Pasal 8 huruf
f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyatakan larangan perkawinan bagi mereka yang "mempunyai
hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku
dilarang kawin," dapat dianalogikan sebagai hukum adat. Berikut
adalah beberapa pandangan yang memperkuat hal ini:

Pertama, Hilman Hadikusuma: Hukum adat merupakan salah
satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Dalam konteks
perkawinan, hukum adat memberikan aturan tambahan yang hidup
dalam masyarakat tertentu, seperti larangan menikah dalam satu marga
(Batak) atau aturan perkawinan sesuai kasta (Bali). Oleh karena itu,
istilah "peraturan lain" dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam
suatu komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Kedua, Soerojo Wignjodipoero: Dalam sistem hukum
Indonesia, hukum adat dipandang sebagai hukum yang tidak tertulis
namun hidup dalam praktik masyarakat. Larangan perkawinan yang
didasarkan pada hukum adat dapat diakui sebagai "peraturan lain"
dalam Pasal 8 huruf f, terutama jika aturan tersebut diterapkan secara
konsisten dalam komunitas adat tertentu.

Ketiga, Maria SW Sumardjono: Pasal 8 huruf f memungkinkan
fleksibilitas untuk menghormati norma adat setempat yang tidak diatur
secara eksplisit dalam undang-undang, selama norma tersebut selaras
dengan nilai-nilai nasional dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Menurut Undang-undang, Hukum adat di Indonesia diakui
sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang

mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat
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beserta hak-haknya sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dalam praktiknya, hukum adat sering Kkali

memberikan aturan tambahan mengenai larangan perkawinan, seperti

larangan menikah dalam satu marga (dalam adat Batak) atau larangan
menikah dengan kerabat dekat berdasarkan adat setempat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita
temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr.
Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan
hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak
dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai
sangsi, jadi mempunyai akibat hukum Kedudukan (Soekanto, 1985).
Hukum Adat dalam UU Perkawinan memberikan ruang bagi hukum
adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur
dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, hukum adat dapat
digolongkan sebagai “peraturan lain" yang berlaku dalam masyarakat
tertentu.

Contoh Larangan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat di
Indonesia:

1) Larangan dalam Adat Batak: Seseorang dilarang menikahi kerabat
satu marga karena dianggap masih memiliki hubungan keluarga
dekat.

2) Larangan dalam Adat Jawa: Beberapa komunitas adat Jawa
melarang pernikahan dengan individu dari keluarga tertentu
berdasarkan kepercayaan tentang keharmonisan atau “cocok-tidak
cocok" menurut adat.

3) Adat Bali: Ada larangan menikah dengan kasta yang lebih rendah
karena dianggap menurunkan status keluarga.

4) Dalam hukum adat Minangkabau melarang terjadinya perkawinan
sasuku.

Hukum Adat dan Hukum Positif Dalam pelaksanaannya, hukum

adat tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip dalam undang-undang
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nasional. Jika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional,
maka hukum nasional memiliki kedudukan lebih tinggi, kecuali dalam
hal-hal tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang.

Hukum adat, sebagai bagian dari "peraturan lain yang berlaku,"
memiliki peran penting dalam pengaturan perkawinan di masyarakat
adat Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menghormati dan
mengakomodasi hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum
nasional dan prinsip-prinsip syariat Islam bagi yang beragama Islam.
Hal ini mencerminkan pluralisme hukum yang diakui di Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat
di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama
yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila
telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka
perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka
yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintah
(Asmaniar, 2018).

Berdasarkan kaedah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk
kemafsadatan harus dihilangkan, dan menolak kemafsadatan lebih
diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan. Adapun alasn
mengapa hukum adat dianalogikan swbagai peraturan lain:

Pertama, ‘adat atau wrf” itu berlaku umum dan merata
dikalangan orang orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di
kalangan sebagian besar warganya. Pemberian sanksi yang ada di
Nagari Tanjung Betung tersebut tidak hanya untuk sebagian saja, sanksi
ini tidak memandang siapapun yang melanggarnya, bagi siapa saja yang
melanggar maka dia akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan.

Kedua, ‘urfyang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu
telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
Hal ini berarti ‘urf harus telah ada sebelum penetapan hukum.

Pemberlakuan adat ini sudah turun temurun dan merupakan aturan yang
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berlaku di Nagari Tanjung Betung atas hasil keputusan dan kesepakatan
ninik mamak tersebut.

Ketiga, adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara’ yang
ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Pemberian sanksi adat
pembatalan perkawinan tidak bertentangan dengan dalil syara’, karena
mengajarkan agar selalu menepati janji yang telah dibuat bersama. Jadi
dapat dipahami bahwa pemberian sanksi jika Uang Jujuran tidak
dibayarkan pada Perkawinan di adat. (Sisri Suryani, 2021).

2. Tinjauan Fqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 8 Huruf F

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jika dilihat dari perspektif Figh Siyasah Dusturiyah, Berdasarkan
wewenang yang dimiliki pemerintah menurut figh siyasah dusturiyah
terdapat wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
Salah satunya Undang-undang yang merupakan peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh pemerintah. Kekuasaan ini termasuk kedalam
al-Sulthah al-tasyri’iyah (kekuasaan legislatif). Dalam membuat dan
menetapkan perundang-undangan ada beberapa kriteria yang harus
diperhatikan oleh pemerintah dan anggota legislatif. Jika meninjau pada
Trias Politikal di Indonesia

Dalam sistem kenegaraan Islam, badan yang berwenang
menerbitkan sebuah hukum vyaitu lembaga legislatif atau sulthah
tasri’iyyah harus memperhatikan ketentuan dan berbagai aspek dan
ketentuan yang telah ditetapkan, diantaranya dalam menerbitkan Undang-
undang hasil legislasi harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan
tidak boleh bertentangan dengan hakikat agama Islam yang sebenarnya.

Dalam bidang siyasah tashri‘iyah atau legislasi, siyasah dusturiyah
mengacu pada kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Islam, yakni
wewenang untuk menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang
diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Hal ini mencakup tiga

elemen utama:
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a. Pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk menetapkan hukum yang
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, dan di Indonesia
Pemerintah ( lembaga Eksekutif) dan Lembaga Legislatif (DPR) dalam
menetapkan dan mengesahkan Undang-undang.

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan dan mematuhi peraturan-
peraturan yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah dan Lembaga
Legislatif.

c. Isi peraturan atau produk hukum itu sendiri yang harus selaras dengan
nilai-nilai dasar syariat Islam.

Sebagai pemimpin tertinggi negara, khalifah memiliki hak untuk
menetapkan aturan hukum atau ganun yang tidak secara tegas diatur dalam
Al-Qur’an maupun Hadis. Selain khalifah, lembaga Ahlu al-Halli wal Aqdi
yang merupakan bagian dari Al-Sulthah al-Tashri’iyah juga memiliki
kewenangan untuk menetapkan peraturan atau ganun. Sementra di
Indonesia peran dalam perancangan sebuah peraturan nerada pada
kekuasan Pemerintah (Lembaga Eksekutif) dan DPR (Lembaga Legislatif)
sebagai lembaga pengesahan dari rancangan Undang-undang tersebut
sesuai dengan ketentua ketentuan pembuatan peraturan Undang-undang
yang mengatur tentang Kketentuan pembuatan peraturan perundang-
undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur proses
pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peran pemerintah
dan DPR dalam perancangan dan pengesahan undang-undang.

Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 13 Tahun
2022, dengan kata lain, pemerintah yang diwakili oleh khalifah atau kepala
negara dalam sejarah Islam yang berwenang untuk mengeluarkan
keputusan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur’an dan
Hadis memlalui metode ljtihad yang dilakukan oleh para Mujtahid dalam
menggali hukum dari sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, ketika

tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam suatu masalah. Aturan-aturan
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ini berupa ganun atau Undang-undang yang dirumuskan berdasarkan
kebutuhan dan situasi masyarakat, tetapi tetap mengacu pada prinsip-
prinsip syariat Islam (Mas’udi, 2010).

Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu
hukum merupakan hak Allah SWT dan Rasulnya. Sebagaimana sabda

Nabi Saw yang artinya:
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“Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu"adz bahwa Rasulullah
saw. mengutusnya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya,
“Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan
hukum?” Mu“adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasar
kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Jika engkau tak menemukan
dasar dalam kitabullah?” Mu“adz berkata, “Aku akan
menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw.” Rasul berkata,
“Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?” Mu"adz
menjawab, “Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku”

Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu"adz sambil berkata,
“Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada

apa yang diridai Rasulullah”. (HR. Al-Baihagi No. 3250)

Penafsiran dari hadits tersebut bahwa kedaulatan yang asli adalah
hanya milik Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial
mengharuskan mnetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak
terdapat dalam nash, sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah
atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama ahlul halli wal Aqdi.
Dimana menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan
kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash.

Dalam al-Qur’an juga menjelaskan dasar Hukum pemerintah dalam

menetapkan Hukum yaitu pada surat An Nisa (4) ayat 59 yang berbunyi:
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! 'I:aatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih

baik akibatnya”.(Q.S.An-Nisa : 59)

Banyak penafsiran ari beberapa tokoh muslim tentang makna dari
ayat tersebu. Menurut Muhammad Rasyid Ridha ayat tersebut menyatakan
bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam. Sementara menurut
Sayyid Qutb ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi
umat Islam (Negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai
kekuasaan negara (Manan, 2016). Adapun Maulana Muhammad Ali
menyatakan bahwa ayat ini mengariskan tiga aturan penting tentang hal-
hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang
berkaitan dengan pemerintahan. Dari ketiga penafsiran tokoh tersebut
dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan
dalam Islam yang berlandaskan al-Qur’an dengan dijalankan lewat Ulil
Amri (Djailani, 2019).

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh
kekuasaan Ahlu al-halli wal Aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan
kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini
terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal
ketentuannya sudah terdapat dalam nash al-Qur’an dan Sunnah,
UndangUndang yang telah dikeluarkan oleh Ahlu al-halli wal Aqdi adalah
undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam al-Quran dan
dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadits. Namun dalam hal ini sangat
sedikit, karena pada perinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut
banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali

menjelaskan  suatu  permasalahan secara terperinci. Sementara
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perkembagan masyarakat cepat dan kompleks sehingga membutuhkan
jawaban untuk mengantisipasinya.

Permasalahan yang diteliti penulis tentang Pasal 8 huruf f UU
Perkawinan yang berbunyi bahwa seseorang dilarang menikah jika: “ f.
Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin’. Penulis akan melihat pasal tersebut dalam
konteks Siyasah Dusturiyah, Di Indonesia Undang-undang yang
diterbitkan oleh Ahlul halli wal aqdi haruslah sejalan dengan Alquran dan
sunnah Rasul SAW, mengenai Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 memberikan landasan hukum bahwa negara menghormati
kebebasan beragama dan menyerahkan penentuan sah atau tidak sahnya
suatu pernikahan kepada masing-masing agama. Ketentuan ini
mencerminkan keselarasan dengan prinsip figh siyasah dusturiyah, yang
menempatkan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagai salah satu
pilar dalam menciptakan kemaslahatan umat.

Kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang tercermin
dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam Surah Hud ayat 28, Nabi Nuh
menegaskan bahwa ajaran Tuhan tidak boleh dipaksakan kepada orang
lain jika mereka tidak menerimanya. Ayat ini menunjukkan bahwa
kebebasan berkeyakinan merupakan prinsip mendasar dalam Islam.
Selanjutnya, Surah Al-Bagarah ayat 256 menyatakan, “Tidak ada paksaan
dalam (menganuz) agama”, yang mengindikasikan bahwa setiap individu
diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan atau
pemaksaan. Prinsip ini dikuatkan dalam Surah Al-Kafirun ayat 6, yang
berbunyi, “Untukmu agamamu dan untukku agamaku”, menegaskan
toleransi antarumat beragama. Dengan menyerahkan keputusan terkait sah
atau tidaknya pernikahan kepada masing-masing agama, Pasal 8 huruf f
mengedepankan prinsip fa’awun (kerjasama) dan tasamuh (toleransi)
dalam kerangka hukum. Hal ini juga sejalan dengan konsep maslahah
mursalah dalam figh siyasah dusturiyah, yaitu menjaga kemaslahatan

umat dengan menghormati norma agama yang dianut oleh masyarakat.
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Kebijakan ini memberikan ruang kepada setiap agama untuk menegakkan
ajarannya sesuai dengan keyakinan masing-masing, sekaligus memastikan
harmoni sosial dalam masyarakat yang plural. Melalui pendekatan ini,
negara tidak hanya mematuhi prinsip kebebasan beragama yang dijamin
konstitusi, tetapi juga mengukuhkan peran agama sebagai landasan moral
dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam persoalan pernikahan
(Kudaedah, 2020) .

Selain itu ketetapan serta kebijakan dalam Siyasah Dusturiyah
harus berlandaskan dan mengedepankan kemaslahatan umat, sehingga
sejalan dengan pengertian siyasah, Dimana hal ini juga sejalan dengan
kaidah norma agama yang harus dipraktekan oleh umat Islam dalam
kehidupannya yang dikenal dengan kaidah figh :

“Menolak mudarat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil

manfaat”dan“bahaya (mudarat) harus dihilngkan”

Melalui kaidah-kaidah ini, Islam menekankan pentingnya menjaga
tatanan sosial dan menghindari potensi kerusakan atau konflik yang dapat
timbul dari pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan agama. Dengan
mengacu pada norma agama, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan berupaya
mencegah terjadinya mudarat, seperti konflik keyakinan, perpecahan
keluarga, atau dampak negatif lainnya yang dapat muncul dari pernikahan
beda agama. Disisi lain, prinsip ini juga memastikan bahwa pernikahan
dilaksanakan dalam kerangka yang memberikan manfaat dan keberkahan
kepada pasangan sesuai dengan ajaran agama. Kebijakan ini mencerminkan
kehati-hatian dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tetap selaras
dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu.
Dengan demikian, Pasal 8 huruf f tidak hanya mencerminkan harmonisasi
antara hukum negara dan norma agama, tetapi juga menjunjung tinggi kaidah-
kaidah figh yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan.

Pandangan Figih Siyasah Dusturiyah sebagai kebijakana pemerintah

dalam mengeluarkan peraturan yang kewenangannya dimiliki oleh al-
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sulthahal-Tashri’iyvah  kekuasaan legislatif dalam mengesahkan dan
merancang sebuah peraturan ganun. Selain kekuasaan dalam menetapkan
aturan hukum yaitu khalifah, peran al-sulthahal-Tashri’iyah juga berhak
menetapkan aturan hukum atau ganun yang dilaksanakan oleh lembaga Ahlu
al-halli wal Aqdi. Setiap peraturan yang disahkan haruslah berlandaskan
syariat dan sunnah nabi demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan lahirnya
undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi aturan yang
mengurus urusan perkawinan di Indonesia, terutama pada pasal yang
mengatur tentang larangan perkawinan beda agama dan garis keturunan
keatas dan kesamping, kemudian di lengkapi pembahasannya pada huruf F
yang melarang terjadinya perkawinan menurut hukum agama dan peraturan
lain yang mencakup hukum adat.

Hukum pernikahan yang terlarang menurut agama diserahkan kepada
hukum agama yang diyakini apa saja bentuk-bentuk perkawinan yang terlrang
menurut keyakinan dan agama yang diakui di Indonesia dan hukum adat yang
diakui sebagai salah sumber hukum di Indonesia. Pasal 8 huruf F menjadi
payung hukum bagi agama dan peraturan lain yang difokuskan kepada hukum

adat dalam menjalankan hukumnya.

. Pembahasan

Pemaknaan hukum Usuliyyah atau hukum asal adalah dalil syara’
yang bersifat menyeluruh, universal, dan global (kulli dan mujmal). Jika
objek bahasan ushul figh antara lain adalah qa’idah penggalian hukum dari
sumbernya, dengan demikian yang dimaksud dengan ga’idah Usuliyyah
adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Qa’idah usuliyyah itu
umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafaz atau kebahasaan. Sumber
hukum dalam ga’idah usuliyyah adalah wahyu yang berupa bahasa,
sementara Qa idah Usuliyyah itu berkaitan dengan bahasa. Dengan demikian
Qa’idah Usuliyyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum
yang terdapat dalam bahasa (wahyu) itu yaitu Alquran Surat Annisa ayat 23-
24.
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Dalam hal ini ga’idah fighiyah pun berfungsi sama dengan ga’idah
usuliyyah, sehingga terkadang ada suatu ga’idah yang dapat disebut ga’idah
usuliyyah dan ga’idah figiyyah. Salah satu unsur penting yang digunakan
sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah Ilmu Usul Figh,
yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam
menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat ‘amaliyah yang diperoleh
melalui dalil-dalil yang terinci. Melalui kaidah-kaidah Usul Figh akan
diketahui nas-nas syara' dan hukum-hukum yaang diperoleh melalui proses
ljtihad yang dilakuan para Mujtahid untuk dalam menggali hukum dari
sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, ketika tidak ada ketentuan hukum
yang jelas dalam suatu masalah. Di antara kaidah-kaidah Usul Figh yang
penting diketahui adalah Istinbaz hukum dari segi kebahasaan. Istinbat hukum
dari segi kebahasaan sangat penting, karena tidak mungkin bagi seorang fagih
dapat mengambil suatu hukum tanpa mengetahui uslu bahasa dari bahasa
(wahyu) yang akan diambilnya (Madi, 2017). Karena bahasa (wahyu) yang
ada dalam al-Quran itu berbahasa Arab, maka seorang ahli Usul atau faqih
harus bisa memahami dan mengerti Usul bahasa tersebut.

Pemaknaan Pasal 8 U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkwinan jika melihat qaidah Qa idah Usuliyyah, pada Pasal 8 huruf f maka
dapat dipahami bahwa larangan yang mencakup berisfat menyeluruh pada
ketentuna hukum agama dan spenuhnya diserahkan kepada agama masing-
masing yang diakui di Indonesia beserta ketentuan norma sosial dan budaya
dimasyarakat. Sedangkan dalam Qa’idah figiyyah dapat dipahami
bahwaasanya Pasal 8 huruf f mencakup perkawinan yang dialarang dalam
cakupan Figih (Siyasah Dusturiyah).

Ketentuan ini dipandang pada prinsip bahwa perkawinan merupakan
institusi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan individu tetapi
juga masyarakat luas. Sejalan dengan pandangan tersebut, Prof. Dr. H.
Hilman Hadikusuma menyoroti bahwa larangan dalam Pasal 8 huruf f
memberikan ruang bagi setiap agama untuk menentukan batasan-batasan

terkait pernikahan. Budaya masyarakat dan aturannya sudah ada sejak dahulu
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kala dan terus berkembang maju dalam kehidupan masyarakat. Dalam
masyarakat sederhana budaya perkawinannya sempit dan tertutup, dan pada
masyarakat yang maju budaya perkawinannya luas dan terbuka. Perkawinan
di Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat
melainkan juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen
dan juga dipengaruhi budaya perkawinan barat (Hadikusuma, 2007). Dengan
adanya larangan ini, masing-masing agama dapat melindungi ajarannya dari
potensi pelanggaran melalui perkawinan.

Penafsiran hukum terhadap Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Mempunyai hubungan
yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin,"
menunjukkan bahwa larangan pernikahan ini tidak hanya merujuk pada aspek
formal hukum negara, Hukum positif sebagai hukum dari agama yang diakui
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan
kebijakan pemerintah yang mengakui semua keyakinan kepercayaan yang
dipandang oleh keagamaan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan
menurut hukum agamanya masingmasing maka perkawinan itu dianggap
tidak sah (Hadikusuma, 2007). Hukum positif Indonesia diartikan bahwa
kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang sedang
berlaku pada saat ini mengikat sesuatu secara umum/khusus ditegakkan oleh
pemerintah., tetapi juga pada ajaran agama dan norma-norma lain yang
berlaku di masyarakat.

Pasal ini menekankan bahwa pernikahan yang melanggar ketentuan
agama atau peraturan lain yang sah dianggap tidak sah dan dilarang. Pendapat
ahli seperti Prof. Hazairin mengungkapkan bahwa larangan ini memiliki akar
yang kuat dalam tradisi adat dan agama yang berlaku di Indonesia, dan
bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial serta mencegah potensi konflik
dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. H.
Hilman Hadikusuma, larangan ini juga memberikan ruang bagi setiap agama
untuk menentukan batasan-batasan perkawinan dalam kerangka hukum

agama mereka. Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, hal ini
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mencerminkan upaya hukum untuk mencegah konflik sosial dengan
mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, Pasal
8 huruf f mencerminkan pengakuan terhadap peran agama dalam menentukan
keabsahan perkawinan, sesuai dengan pandangan para ahli yang menekankan
pentingnya keselarasan antara hukum negara dan hukum agama untuk
menciptakan tatanan sosial yang harmonis .

Namun ketika sah-nya suatu perkawinan serta larangan perkawinan
dikembalikan kepada agama maka persoalannya akan menjadi rumit dan
penuh perdebatan, apalagi pada situasi seperti di negara Kkita yang
masyarakatnya berasal dari berbagai macam latar belakang agama yang
sudah barang tentu memiliki pandangan dan hukum tersendiri bagi
masing-masing agama. Yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian
hukum di tengah ~masyarakat. Penyelenggaraan norma hukum yang
isinya berupa perintah dan larangan yang mencakup pembentukan,
pelaksanaan,  penegakan norma-norma hukum positif adalah tugas,
kewenangan dan tanggung-jawab negara dengan pemerintah dan aparat
pemerintahannya. Norma hukum yang ada pada masyarakat ada yang sudah
tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan ada juga yang sudah
berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adanya norma hukum
diharapkan setiap anggota masyarakat tidak berlaku seenaknya, sehingga
perdamaian dan ketentraman dapat terjaga (Aris, 2021).

Ketentuan larangan perkawinan pada Undang-undang Perkawinan
menjawab kebutuhan masyarakat dilndonesia sebagai payung hukum dalam
lingkup perkawinan dimana hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara
atau wilyah tertentu (lus constitutum) dan hukum yang akan berlaku dimasa
depan (ius constituendum) guna menjawab kebutuhan masyarakat dimasa
mendatang dimana kehidupan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang
yang dipengaruhi kemajuan teknologi, sosial dan budaya dan membutuhkan
aturan baru dimasa mendatang (Saraswati, Dias, 2017). Jika dilihat dari
perspektif Figh Siyasah Dusturiyah, penerapan pasal ini dapat dinilai

sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umat dengan memberikan ruang
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kepada agama masing-masing untuk menetapkan aturan sesuai dengan ajaran
yang dianutnya.

Dalam konteks Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat
Al-Qur'an seperti QS Al-Bagarah: 221, QS Al-Mumtahanah: 10, dan QS Al-
Maidah: 5, hukum Islam tegas melarang pernikahan antara seorang muslim
dengan orang musyrik. Pernikahan dengan ahli kitab, dalam pandangan
bebierapa ulama, memiliki kelonggaran tertentu tetapi tetap dengan syarat-
syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, apabila sebuah peraturan seperti
Pasal 8 huruf f memberikan kebebasan kepada masing-masing agama untuk
menentukan kebolehannya, maka keputusan tersebut harus tetap berada dalam
koridor syariat Islam jika diterapkan pada umat muslim.

Penilaian terhadap Pasal 8 huruf f dari Perspektif Siyasah Dusturiyah
1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariat Islam
Undang-undang ini berfungsi sebagai pengatur tata kelola
pernikahan yang sesuai dengan keberagaman agama di Indonesia. Namun,
kdalam penerapannya pada umat Islam, peraturan tersebut tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang tegas melarang pernikahan
beda agama.
2. Peran Ahlu al-Halli wal Aqdi
Dalam konsep Siyasah Dusturiyah, Ahlu al-Halli wal Aqdi
memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang tidak secara
eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan syarat peraturan
tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai syariat. Pasal 8 huruf f, jika
diterapkan pada umat Islam, memerlukan Klarifikasi agar tetap sesuai
adengan aturan agama dan tidak mengarah pada kebolehan yang
melanggar syariat.
3. Kemaslahatan ummat
Laranganperkawinan yang diatur dalam undang-undang dapat
menjadi acuan bagi masyarakat yang sesuai dengan norma-norma hukum
agama yang diyakni dan diakui oleh negara demi mencapai kemaslahatan

ummat.
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4. Penghormatan terhadap Keragaman Agama
Pasal 8 huruf F Undang-undang menyerahkan sepenuhnya
pernikahan yang sah menurut keyakian masing-masing mengingat
beragamnya agama yang diyakini di Indonesia tanpa mengkhususkan
kepada satu agama saja.

Pasal 8 huruf f dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan
keselarasan dengan prinsip figh siyasah dusturiyah, yang menjadikan Al-
Qur'an sebagai sumber hukum utama dan mengutamakan prinsip
kemaslahatan umat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum
harus dilandasi oleh nilai-nilai syariat Islam dan ditujukan untuk menciptakan
keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pasal
tersebut selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa (4): 58,
yang menggarisbawahi pentingnya amanat dan keadilan, serta QS. Al-Maidah
(5): 8, yang menyerukan umat untuk berlaku adil tanpa dipengaruhi oleh
kebencian atau prasangka. Dengan landasan ini, pasal 8 huruf f dirumuskan
untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin harmoni sosial,
sehingga memenuhi tujuan syariat Islam, yaitu magashid syariah, yang
berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam perspektif figh siyasah dusturiyah, pasal ini mengedepankan
kepentingan kolektif masyarakat di atas kepentingan individu atau golongan.
Hal ini mencerminkan prinsip maslahah yang menjadi inti syariat, yaitu
memastikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat dan mencegah
terjadinya kerusakan atau ketidakadilan. Pasal ini juga menunjukkan relevansi
nilai-nilai syariat dalam konteks negara modern, di mana hukum Islam dapat
diadaptasi tanpa mengurangi esensinya untuk memenuhi kebutuhan zaman.
Dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, pasal ini tidak hanya
menghadirkan legitimasi moral yang kuat, tetapi juga memberikan
fleksibilitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, pasal 8 huruf f merupakan
bukti nyata bahwa hukum Islam dapat bersinergi dengan sistem hukum
konstitusional modern dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan

maslaha.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Larangan dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan mencerminkan upaya integrasi antara norma hukum
negara dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga
keabsahan pernikahan baik secara hukum positif dan hukum agama. Larangan
hukum yang terkandung dalam pasal 8 f tersebut mencakup larangan
perkawinan menurut agama dan peraturan lain yang mencakup hukum adat
(urf). Pemaknaan Pasal 8 U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkwinan jika melihat qaidah Qa idah Usuliyyah, pada Pasal 8 huruf f maka
dapat dipahami bahwa larangan yang mencakup berisfat menyeluruh pada
ketentuna hukum agama dan spenuhnya diserahkan kepada agama masing-
masing yang diakui di Indonesia beserta ketentuan norma sosial dan budaya
dimasyarakat. Sedangkan dalam Qa’idah figiyyah dapat dipahami
bahwaasanya Pasal 8 huruf f mencakup perkawinan yang dialarang dalam
cakupan Siyasah Dusturiyah.

Ketentuan larangan perkawinan dalam agama mencakup larangan
abadi (haram ta’bid) yang sudah diatur dalam dalil-dalil yang nyata yakni
Alguran dan Sunnah. Sementara larangan (haram gairu ta’bid/ ta’qit
sementara masih memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama (khilafiyah).
Sementara larangan perkawinan dalam peraturan lain dapat dianalogikan
sebagai Hukum adat, dikarenakan hukum adat merupakan salah satu sumber
hukum yang diakui di Indonesia. Pendekatan A Countrario, menafsirkan
peraturan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan hukum adat yang
berlaku dikarenakan hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang
diakui di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 sebagai
ketentuan mengakuidan menhormati hukum adat. Oleh karena itu, istilah
"peraturan lain" dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam suatu
komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena

itu, istilah "peraturan lain" dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam



85

suatu komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pasal 8
huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
mencerminkan keselarasan dengan prinsip figh siyasah dusturiyah, yang
menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan mengutamakan

prinsip kemaslahatan umat serta toleransi dalam beragama.

. Saran

Pemaknaan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan perlu lebih ditekankan pada pendekatan holistik yang
mencakup dimensi agama, dan dalam peraturan lain. Mengingat bahwa
ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, mencegah
potensi konflik, dan memelihara nilai-nilai agama dalam masyarakat
Indonesia yang beragam, diperlukan edukasi yang komprehensif kepada
masyarakat mengenai tujuan dan filosofi dari larangan perkawinan beda
agama. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum melalui
panduan teknis terkait penjelasan lebih lanjut tentang Pasal 8 huruf f tersebut
atau peraturan khusus terkait permasalahan tersebut mengingat penjelasan
pasalnya hanaya menyatakan “cukup jelas” dan Peraturan peemrintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, yang bermuata sanksi terkait pelanggaran pada
pembahasan pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal tersbeut tidak terjadi pertentangan
antara putusan pengadilan dan ketentuan undang-undang. Penelitian lebih
lanjut juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi penerapan pasal ini, dengan
menitikberatkan pada upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak
asasi manusia dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya di

Indonesia.
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